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BUPATI SINTANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SINTANG 

NOMOR 4 TAHUN 2017 

TEN TANG 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN DI KABUPATEN SINTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

BUPATI SINTANG, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan kegiatan 
pembangunan di Kabupaten Sintang yang tertib 
administrasi, efisien, efektif, dan akuntabel, sesuai 
dengan tata kelola yang baik berdasarkan Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas 
Peraturan Presiden 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga 
berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik; 

b. bahwa sehubungan dengan maksud dalam huruf a, perlu 
pengaturan sebagai dasar dalam melaksanakan 
pengelolaan kegiatan pembangunan di Kabupaten 
Sintang yang dapat menjadi pengaturan yang cfektif bagi 
para pihak yang terkait, maka perlu ditetapkan Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan 
di Kabupaten Sintang; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dalam 
huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati Sintang; 

I. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 
9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentan 
Perbcndaharaan Negara (Lembaran Negara Rep;i. 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lira,a 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3.Undang-undans 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor g Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5748); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara 

Republik 
Indonesia 

Tahun 
2014 

Nomor 
92 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana «j[ 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pre sid Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubah: res1den 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tah an keempat 
Pengadaan Barang/Jasa Pereria'Z',,""Otentang 
Repubtk Indonesia Tahun 2015, .',," Nagara 
Negara Republik Indonesia Noror se<4"" an Lembaga 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintan 
2006 tentang Pengelolaan Keua, '8_'omor 25 Tahun 
oaeran a6paten siata¢ -EL[,{"", 33mah (tembaran 
Tambahan Lembaran Daerah Kabus.,, '6 Nomor 26, 
25) sebagaimana telah diubah • 'Pe ten Sintang Nomor 
Kabupaten Sintang Nono ""E8an Peraturan Daerah 
Dacrah Kabupaten Sintang ""n 2013 (Lembaran 
Tambahan Lembaran Daera """ 2013 Nomor 3 
3); upaten Sintang Nomor 

9. Peraturan Daerah Kab 
2016 upaten Sintang N tentang Pembentukan de tomor 7 Tahun 
Dacrah Kabupaten sintang ,"Susunan Peranglat 
tang Tahu 2016 v%#~"""}2 Pacrah abupaten 
aerah Kabupaten Sintang N, » Fambahan Lembee% 8 lomor 7); ran 

MEMUTUSKAN_ 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

ETUNJUK TEKNIS PERATURAN BUPATI TENTANG_FF KEGLATAN PENGELOLAAN a{ZL:'%a»oresrar so«. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan 
i 

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 
rintah oleh l araan urusan pemenn an 2. Pemerintahan Daerah adalah penye!"" 

ayat pa~rah menurut asas 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perw an . . otonomi seluas-luasnya otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsP 

eublik Indonesia dalam sistem dan prinsip Negara esatuan 
Re 1blik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara epu 

Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Sintang. 

5. Peraturan Bupati Sintang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di buat oleh Bupati Sin tang. 

6. Peraturan Perundang-Undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk 
oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. 

7. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Acara Republik Indonesia, Tambahan Beritan Negara Indonesia, Lembaran Daerah dan Berita Daerah. 

8. Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah Instansi/Institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD). 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
disebut 
Daerah 

APBD 
yang 

10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dacrah yang arena jabatanya mempunyai ia~";" menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan da re gan aer% 

11. Satuan 
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.saa» «es nearest Pama» sane coma dog}et,"".d"l' 
perangkat daerah pada pemerintah daerah se 
anggaran/pengguna barang. 

.. digkat PPKD 
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya nsmng 1s 

adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai ta 
be · dak bagai Bendaharawan melak.sanakan pengelolaan APBD dan rtin se 

Umum Daerah. 

disebut PA adalah pejabat 
Kementerian/Lembaga/ 
yang disamakan pada 

13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat 
lnstitusi Pengguna APBN /APBD. 

14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat 
yang ditetapkan oleh PA untuk mengggunakan APBN atau ditetapkan olch 
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 

15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- 
SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan 
pada SKPD. 

16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat 
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK 
adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 

18. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan 
penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing- 
masing K/L/D/1. 

19. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan 
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa 
oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang 
prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya. 

20.Bagian Pengadaa adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten 
intang yang erfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang di mana B · 
PengadaanSekretariat Daerah Kabupaten Sintang. ag1an 

21. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat : 
Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pengada 

,eahlian 
yang ditunjuk guna melaksanakan Pengadaan La,_"" arang/jasa 
Langsung dan E-Purchasing. gsung, Penunjukan 

22. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah • • . 
ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas me ~,_ Panitia/pejabat yang 
pekerjaan. emenksa dan menerima hasil 

23. Aparat Pengawas Intern Pemerintah ata , 
lain yang selanjutya disebut APe ,"" 8as inter pada institusi 
pengawasan melalui audit, reviu, evalue aparat yang melakukan 

I . ' ' as1 pemantau d pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tu an, tan kegiatan 
gas dan fungsi organisasi. 

24.Penyedia...... 
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24. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang 
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya. 

25. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok 
Kerja Bagian Pengadaan /Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan 
ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalarn proses Pengadaan 
Barang/Jasa. 

26. Strategi Pengadaan adalah usaha terbaik yang dilakukan untuk mencapai 
tujuan pengadaan dalam mendapatkan barang/jasa yang tepat kualitas, 
tepat kuantitas, tepat waktu, tepat sumber dan tepat harga berdasarkan 
aturan/ prosedur, etika, kebijakan dan prinsip pengadaan. 

27. Pakta Integritas adalah Surat Pernyataan yang berisi ikrar untuk 
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalarn 
pengadaan barang/jasa. 

28. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

29. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan 
dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik 
lainnya. 

·?""","onsultansi adatah jasa tayanan profesional yang membutuhkan 
ee nan tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamake dalah olah pikir (brainware). can a 

31. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan ke 
mengutamakan keterampilan (skillware) da_ mampuan tertentu yang 
yang telah dikenal luas didunia usa_ " Sat sistem tata kelola 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa sey_," untu} menyelesaikan suatu 
Pekerjaa onstruksi aan Pens~. ~."","a onsultansi, Pelaksanaan 

32. Sertifikat Keahlian Pengadaan Be g/ pengakuan dari pemerintah ata @rang/Jasa adalah tanda but 
dibidang Pengadaan Barang/as ompetensi dan kemampuan profesi 

33. Swakelola adalah Pengadaan B 
direncanakan, dikerjakan dan/ arang/Jasa dimana pekerjaann 
seams iav ares.«»,"Ki",{z"_meat sin pro/7.dz; 
masyarakat. zmerntah lain dan/atau kelom pok 

34. Kontrak Pengadaan Barang/Ja 
Ppjanjian iertutis antaa [3st"g selanjutya disebut Kontrak adatah pelaksana Swakelola. engan Penyedia Barang/J . g iasa atau 

35. Pelelangan Umum adalah 
konstruksi/j ~ metode pemilihan , 

kes. /Jasa lainnya yang dapat diika Penyedia barang/peke-+ 
pekerjaan konstruksi/jasa lainr k ti oleh semua per 5. Cr]aan 

nya yang mememuhi nyecdia barang/ 
36. Pelelangan Terbatas adalah syarat. 

konstruksi dengan jumt. "tode pemilihan penyedia B 
pekerjaan yang komplei Penyedia yang diyakini «._,"Fang/pekerjaan 

· erbatas dan untuk 

37.Pelelangan ..... ..... 
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tode pemilihan Penyedia Barang/Jasa 
37. Peieianean seemhana adala""[; ~anes tnggi Rp. 5.000.000.000,00 

Lainnya untuk pekerjaan yang 
(lima miliar rupiah). . 

milihan Penyedia Pekerjaan 
38. Permian Langsung adalah Mct", Like unei Rp. 5.000.000.000,00 

Konstruksi untuk pekerjaan yang bernila1 

(lima miliar rupiah). 
a Penvedia Jasa Konsultansi untuk 

39. Seleksi Umum adalah metode pemilihan '.ia Jasa Konsultansi yang 
pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua peny 
memenuhi syarat. 

ilihe Penyedia Jasa Konsultansi 40. Seleksi Sederhana adalah metode pem1nan _ Rp. 200.000.000,00 
untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tmtgg ' 

(dua ratus juta rupiah). 

41. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang 
memperlombakan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi tertentu yang 
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 

42. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlomb 
barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan y g 
harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan. 

43. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan penyedia Barang/ Jasa 
dengan cara menunjuk langsung 1 {satu) Penyedia Barang/ Jasa. 

44. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa tanpa melalui 
Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung. 

45. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau 
badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan 
Menengah. 

46. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan 
mcrupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang 
dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 
langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria 
Usaha Kecil sebagaimana dirnaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 

47. Surat Jarninan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan t rtuli 
yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional, 9at 
dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan 
Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP untuk menjamin terpenuhiny ke »ii Penyedia Barang/Jasa. ya rewajiban 

48. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan ·kn . . . 
mempunyai resiko tinggi, menggunakan peralatan %a, [ek ologi tinggi, 
a/aa pekemaan yang beri diatas ks. 1o0.o63{u,{5," khusus 
miliar rupiah). ·' ·' ,0 (seratus 

49.Pengadaan ...... 



• nn0099 

49. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan 
Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi 
dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

50. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE 
adalah Unit Kerja/Tim untuk menyelenggarakan sistem pelayanan 
pengadaan barang/jasa secara elektronik. 

51. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang 
dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia 
Barang/jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik 
dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang 
telah ditentukan. 

52. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik 
yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu 
dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 

53. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem 
katalog elektronik. 

54. Portal Pengadaan Nasional adalah pin tu gerbang sistem informasi 
elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara 
nasional yang dikelola oleh LKPP. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah ·b · 
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dan Dagar pedoman 
mewujudkan kesatuan pemahaman dale s._bagai upaya untuk 

· k am pet :sanaan pemban sesuat zetentuan peraturan perundang-undangan, sels. gunan 
program dan kegiatan dapat disclenggarak ~; hingga pelaksanaan 

an tengan efektif dan efisien. 
(2) Tujuannya dari Peraturan Bupati ini adalah untue 

a. terciptanya tertib pelaksanaan pengelolaan ke 
b. terciptanya tertib pelaksanaan pengelo1a. 'Pangan daerah; 
c tereiptanya er petaksanaan '~~tit."7,",rang daerah; 

daerah; 18s gsi pengurusan keuangan 
d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
e. meningkatkan efesiensi, efcktivitas, «,_ Pembangunan; 

pelaksanaan pembangunan; » ransparansi dan akuntabilitas 
f. meningkatkan kinerja Satuan Ke-+ 

pelaksanaan kegiatan; Sera Perangkat Daerah (SKPD) 4al . ' am 
Gmwujudkan keterpaduan, keserasian, tepat % 

saran, tert1b admm1strasi dan disiplin �ggar�' tepat mutu, tepat 

BAB III ······· ....... 



BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupat ini, meliputi 
a. Pejabat Pengelola Kegiatan Pembangunan; 
b. Pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
c. Pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa; 
d. Pengendalian administrasi pembangunan; 
e. Syarat-syarat pencairan dana kegiatan pembangunan; 
f. Mekanisme penggunaan dana sisa tender dan pekerjaan tambah kuran (CO); 
g. Masa pemeliharaan dan uang jaminan; 
h. Pengawasan pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
i. Monitoring dan evaluasi; 
j. Mekanisme penyerahan kegiatan untuk kegiatan fisik dan laporan akhir 

untuk kegiatan non fisik; 
k. Struktur pelaksanaan kegiatan pembangunan; 
I. Contoh-contoh dan format. 

Pasal 4 

(1) Rincian ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, 
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf 
j, dan huruf k tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari PeraturanBupati ini. 

{2) Contoh-contoh dan Format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf I 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 5 

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini belum berlaku, maka Petunjuk Teknis 
Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintan 
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlae 

(2) Scbagai Petunjuk Pelaksanaan yang belum diatur dan / atau be cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur sec zlum 
dengan Peraturan Bupati. secara tersendiri 

BAB V 
PENUTUP 

Pasal 6 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan B , 
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksa_"Pati Sintang Nomor 21 
Pembangunan di Kabupaten Sintang (Be, an Pengelolaan Kegiatan 
Tahun 20166 Nomor 21) dicabut dan j, 

,"","" Dacrah Kabupaten Sintang tnyat can tidak berlaku lagi. 

Pasal 7 ·······•· ... 
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Pasal 7 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini, dengan pcnempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Sintang. 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

BUPATI SINT 

4 
(] JAROT WINARNO 

Diundangkan di Sintang 
pada tanggal 1 Februari 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG • 

YOSEPHA HASNAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017 NOMOpe a4 

• 

2017 
Sin tang 
I Februari 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR 4 TAHUN 2017 
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2017 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN KEGIATAN 
DI KABUPATEN SINTANG 

0n0101 

PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN 

I. PENGELOLA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
A. Pengelola Kegiatan dan Pejabat Pelaksanaan Kegiatan Anggaran 

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 
(I) Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili 
pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
mempunyai kewenangan: 
a. menctapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD; 
b. menetapkan kebijakan tent.ang pengelolaan barang daerah; 
c. menetapkan pengguna anggaran/pengguna barang; 
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/a tau bendahara 

pengeluaran; 
e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 

penerimaan daerah; 
f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan 

utang dan piutang daerah; 
g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan 
h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran. 

(3) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mehmpahkan sebagian atau seluruh kekua kepada: saannya 

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah; 
b. Kcpala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku PPKD; dan 
c. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)sela1 pejabat pengguna anggaran/pengguna bar ang. 

(4) Pelimpahan kekuasaan dimaksud ditet kan Bupati berdasarkan · . tap} dengan keputusan .. prnsIp pemisahan kewenan memenintahkan, menguji, dan 8an antara yang 
mengeluarkan uang. Yang menerima atau 

(5) Untuk melaksanakan APBD, B %u a. Pejabat yang diberi , 'Pat menetapkan: 
P . wenang menand tan . enyediaan Dana (SPD); lat gani Surat 

b. Pejabat yang diberi wewenan 
Perintah Membayar (SPM_ & menandatangani Surat c. Pejabat yang diberi' 
Pertan¢ ~. wewenang mer 1ka, &gungjawaban (SPJ); ngesahk Surat d. Pejabat yang diber ' 
P • nI wewenan 

erntah Pencairan Dana (SP2p. Benandatangani Surat 

e. Bendaha 

daerah 
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Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran; 
; pendahara penerimaan pembantu dan bendahara 

pengeluaran pembantu; . 
g. Bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, 

belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 
belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak 
terduga, dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD; 

2. Koordinator Pengelola Keuangan Daerah 
(I) Sekretaris Dae rah selaku koorclinator pengelolaan keuangan 

daerah berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu 
Bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan 
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk 
pengelolaan keuangan daerah. 

(2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan 
daerah mempunyai tugas koordinasi di bidang: 
a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

APBD; 
b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan 

barang daerah; 
c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD; 
d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan 

pertanggung jawaban pelaksanaan APBD· 
e. tugas-tugas pcjabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan 

penyusunan laporan keuangan daerah dala rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD, am 

Selain mempunyai tugas koordinasi :b , , 
pada huruf b di atas, Sekretaris Dae,_""Pagaimana dimaksud 
a. memimpin TAPD; mempunyai tugas: 
b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. 
" ""P}an pedoman pengeltolaa barahis aerah; d. erikan persetujuan pe saha 'j 

SKPD; dan engese an DPA-SKPD/DPPA- 
e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi daerah lainnya berdasarkan a,_ Sl pengelolaan keuangan 

Bupati. asa yang dilimpahkan oleh 

(4) Ko0ordinator pengelolaan atas :laks euangan daerah b pei zsanaan tugas sebagaima ~ ertanggung jawab 
dan huruf c di atas, kepaa BL"a dimaksud pada hurur % 

3. Pejabat Pengelolaan Keu 
() Kepala satan ~.""gn Daera (PPKD) z raj%,[{""" cu«sin paran (sPro . menyusun dan melale 

keuangan daerah; Gsanakan kebijakan 
b. menyusun pengelolaan 

APBb, rancangan APBD a 
» rancan 

c. melaksanakan fu, . &an Perubahan 
mcyusu a~,";" sahara umum Dae 
pertanggung jawaba,, "Uangan daerah (BUD); 

c. melaksanakan ,_ Pelaksanaan APE. dalam rangka 
«w»a»a» s's..{a ve«al,"" ~ 

asa yang 

(2) PP,p 

f. 

(3) 
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sistem 

(2) PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: 
a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; 
b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; 
c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD; 
d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan 

penerimaan dan penge1uaran kas daerah; 
e. menetapkan SPD; 
f. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian 

pinjaman atas nama pemerintah daerah; 
g. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan 

daerah; 
h. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
i. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

(3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di Iingkungan satuan 
kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD. 

(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

tugasnya 

(3) 

4. Kuasa Bendahara Umum Daerah : 
(1) Penunjukan kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan Bupati. 

(2) Kuasa BUD mempunyai tugas: 
a. menyiapkan SPD; 
b. mencrbitkan SP2D; 
c. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah: 
d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 

oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk; 
e. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD· 
f. menyimpan uang daerah; 
g. melaksanakan penempatan uang daerah dan 

menatausahakan investasi daerah Kab mengelola/ 
h. melakukan pembayaran berdasan.,,"Paten Sintang; 

pengguna anggaran atas bcban !mmtaan pejabat 
daerah; reKenmng kas umum 

i. melaksanakan pemberian pinjam 
Kabupaten Sintang; J an atas nama Pemerintah 

j. melakukan pengelolaan utan de Kabupaten Sintang; dan & 1an piutang Pemerintah 
k. melakukan penagihan piutang p Sintang. temerintah Kabupaten 

Kuasa BUD bertanggun + 

kepada BUD. 8 Jawab atas pelaksanaan 

(4) PPKD dapat melimpahkan 
dilingkungan Badan untux _,_ kepada pejabat %: berikut: melaksanakan tu amnnya 

· gas-tugas sebagai a. menyusun rancangan APp 
APBD; dan rancangan Perubahan b. melakukan pengendalian pela1 sanaan APBD. • 

c. menyiapkan ... 
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c. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan 

jaminan atas nama pemerintah daerah; 
d. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan 

daerah; 
e. menyajikan informasi keuangan daerah; dan 
f. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta 

penghapusan barang milik daerah. 

5. Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang (PA/PB] 
(I) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat 

pemegang kewenangan penggunaan anggaran belanja daerah, 
yang terdiri dari para Kepala SKPD yang ditetapkan sebagai 
pengguna anggaran. 

(2) Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang 
bertanggung jawab 

atas pelaksanaan tugasnya 
kepada Bupati 

melalui Sekretaris Daerah dan berta.nggung jawab atas tertib 
penatausahaan anggaran yang dialokasikan pada satuan kerja 
yang dipimpinnya, termasuk melakukan pemeriksaan kas yang 
dikelola oleh bendahara. 

(3) Dalam konteks pelaksanaan dan penatausahaan, Pejabat 
Pengguna Anggaran/ Pejabat Pengguna Barang daerah 
mempunyai tugas dan wewenang antara lain : 
a. menyusun RKA-SKPD; 
b. menyusun DPA-SKPD; 
c. melakukan tinda.kan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja; 
d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya; 
e. menetapkan Rencana Umum Pengadaan; 
f. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan 

paling kurang di website K/L/D/1; 
g. menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
h. menetapkan Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf 1di si,,, , 

af : 5s acmmistrasi 
ste teknis dan staf pendukung lainnya atas usulan Pp 
Kepala Bagian, Kepala Bidang, kepala sub be . ' 
sub bidang dan/atau kepala seksi; agan, kepala 

i. menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/e 
~. 

i. menetapkan Paniua/Pej~bat Penerimai.Bi. 
k. menetapkan: .erjaan; 

l) pemenang pada Pelelangan atau , 
Penunjukan Langsung untuk pae penyedia pada 
Pekerjaan Konstruksi/Jasa Ls; " Pengadaan Barang/ 
R». 16o.0oo.0o0.0oo,oo «send"."",,,"ea mitar aiaa 

2) pemenang pada Seleksi atau rupiah); atau 
Penunjukan Langsung untuk penyedia pada 
Konsultansi dengan nilai ;. paket Pengadaan Jasa 
(sepuluh miliar rupiah Batas Rp. 10.000,000.000,0o 

I. Selain tugas pokok dan kewer 
dimaksud pada huruf c di ata Pangan sebagaimana 
Pejabat Pengguna Anggarany_'' dalam hal diperlukan 
dapat: cjabat Pengguna Baran 
l) menetapkan tim teknis; de lg 
2) menetapkan tim ;, 1an/atau 

Pe Juri/tim ahli cngadaan melalui Se u untuk pelaksanaa+ 
ayembara/Kontes. +naan 

m. mengawasi .. , 

keuangan 

pemberian 
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. an zaran SKPD yang dipimpinnya; m. mengawasi pelaksanaan 1gga ai dengan ketentuan 

n mer»yam»anan poran_keuanea ,".as 
peraturan perundang-undangan 3J"" pp dengan Bagian o. menyelesaikan perselisihan ant", dalam hal terjadi Pengadaan /Pejabat Pengacdaan, 
perbedaan pendapat; dan lih seluruh . . dan peme araan p. mengawas penympanan 
Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa. . . . .. b q. menetapkan Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, 
panitia/ pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain- 

,~etota utang dan piutang yang mcnjadi tanggung jawab 
SKPD yang dipimpinnya; 

s. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang 
menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. 

t. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 
yang dipimpinnya. 

u. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna 
barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan 
kepala daerah. 

v. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada 
kepala daerah melalui sekretaris daerah. 

w. merekapitulasi laporan dari PPK dan melampirkan 
laporan dari masing-masing PPK, yang selanjutnya 
disampaikan kepada Bupati Sintang, Cq. Bagian Ekbang 
Setda Kabupaten Sintang yang tindasannya ditujukan 
kepada Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kepala BPKAD 
Kabupaten Sintang dan Inspektur Kabupaten Sintang. x. menyerahkan hasil kegiatan yang telah selesai 
dilaksanakan berikut seluruh kekayaan kepada Bupati Sintang dan selanjutnya Bupati Sintang akan menyerahkan kepada Unit Pengelola. 

6. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Kaase Pengguna Barang (KPB) : 
(I) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam melaks 4ae tsar-togas setbasairan_aiaisu pad~ angia jjt;""""" sampai dengan huruf x) di atas dapat melimpahkan . 

oagya es»iii iep»a ij «ea._j~~' sic5$z? Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa pe se 
engguna Barang. 

(2) KPA untuk dana dekonsentrasi da ditetapkan oleh PA pada Kementria, gas pembantuan 
lainnya atas usul Kepala Daerat /Lembaga/Institusi pusat 

(3) Pelimpahan scbagian kewenangan set. , 
aneka () ai aas er«saran 5~'~["iana tersebut paa 
besaran SKPD, besaran jumlah &an tingkatan daerah 
kerja, lokasi, kompetensi dan/.~_"8 yang dikelola, bebah 
pertimbangan objektif lainnya rentang kendali dan/atau 

(4) Pelimpahan sebagian 1 
pad; huruf ewenangan seba .: 

a ur a di atas ditetapkan 5, a£aimana dimaksud SKPD melatui ppp oleh Bupati atas usul kepa1a 

(5) Pelimpahan .• 



(5) 

(6) 

(7) 
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dimaksud pada angka (1) di atas, 
Pelimpahan sebagaimana 
meliputi : .. engakibatkan pengeluaran 
a. melakukan tindakan yang m 

atas beban anggaran belanja; .... .. 
a.an assn«a mag{".as 

c. melakukan pengujian atas tag1han 

pembayaran; . de ihak 
d. mengadakan ikatan/perjanjian kcaama_{cngan P 

lain dalam batas anggaran yang telah Litetapian; 
e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU; ; 

i. dan f. mengawasi pelaksanaan unit kerja yang dipimpinny@ _ 
g. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran 

lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat 
pengguna anggaran. 

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 
sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas bertanggung 
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/ 
Pengguna Barang; 

Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pejabat Kuasa 
Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada angka (1) di 
atas, sekaligus bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitrnen 
(PPK) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di 
bidang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
Pcjabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah 
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa. 
(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut : 

a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/J yang meliputi: gr asa 
l) Spesifikasi Teknis Barang/Jasa; 
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan 
3) Rancangan Kontrak. 

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Be ,f c. menyetujui bukti pembelian atat arang/Jasa; 
Kuitasi surat Perintah Kera (SP)/s~,,"",""andatangani 

d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedi p_ 'Janian. 
e. mengendalikan pelaksanaan Koc,_;"a 3arang/Jasa; 
f. melaporkan pelaksanaan/ penyelesaie Jasa kepada PA/KPA; 1an Pengadaan Barang/ 
g. menyerahkan hasil pekerjaan Peng% kepada PA/KPA dengan Berita A &adaan Barang/Jasa 
h. melaporkan kemajuan pe., _Cara Penyerahan; 

any teraan termasuk ggaran dan hambatan pelaks penyerapan 
PA/KPA setiap bulan; dan SSanaan pekerjaan kepada 

ZEZ#;ZZ.zz a» a 
8 asa. 

(2) Selain tugas pokok dan 1 
pada anei tj i @as, a.LL,t," ", {" sbasaimana imaisua a. mengusulkan kepada PA/p, 'Perlukan, PPK dapat : 

l) perubahan paket . ' : 
2) perubaha jasa""""piaan; dan/atau 

cgatan pengadaan: 
$ 

b. menetapkan ... 
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(3) 

(4) 

(5) 

:. tas Direksi .. dukun yang terdiri a 
b. menetapkan tim pen ~as, Tm Pelaksana Swakclola, 

Lapangan, Konsultan Penga ' 
dan lain-lain; ahli emberi penjelasan teknis 

c. menetapkan tim atau t;_,, L'sanaan tugas Bagian 
(aanwijzer) untuk mem an P 
Pengadaan/ Pejabat Pengadaan ; dan ale dibayarkan d. menetapkan besaran Uang Muka yang an 
kepada Penyedia Barang/Jasa. 

PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk 
melaksanakan pengadaan Barang/jasa. 

Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan 
scbagai berikut : 
a. memiliki integritas; 
b. memiliki disiplin tinggi; 
c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta 

manajerial untuk mclaksanakan tugas; _ _ . 
d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki 

keteladanan dalam 

sikap perilaku serta 

tidak pemah 

terlibat 

KKN; 
e. menandatangani Pakta Integritas; 
f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat 

Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan 
g. memilik.i Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana 
dimaksud pada angka (4) huruf f dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 

(6) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan 
untuk ditunjuk sebagai PPK, seperti yang tercantum pada angka (4), PA/KPA yang bertindak sebagai PPK. 

(7) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada angka (4) huruf c di atas, adalah: 
a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (s1 dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin ; 

dengan tuntutan pekerjaan; sesuai 
b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan Pengadaan Barang/Jasa; dan dengan 
c. memiliki kemampuan kerja secara be+p melaksanakan setiap tugas/peckerjaann,_'bompok dalam 

(8) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri 
sebagaimaa iaaksud pada a~,,"","cmenuhi persyaratan 
pada angka 7 huruf a dapat die terbatas, persyaratan golongan IIla atau disetaraka, 4_'8anti dengan paling kurang engan golongan Ilia. 

(9) PPK dilarang mengadakan ik&at. 
menandatangani Kontrak denga 3an perjanjian atau 
behum terse~ia anggaran ad{t,,"""edia Barangjasa apabi%a Yang dapat mengakibatkan dila,, Ckup tersedia anggaran tersedia untuk kegiatan yang a'Ruinya batas anggaran oayai dari APBN/App Yang 

8. Pejabat .• 

t 
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8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) 
(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, 

kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi 
tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 

(2) PPK-SKPD mempunyai tugas: . 
a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa 

yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan 
diketahui/ disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen; 

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPPLS 
gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang 
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundan- 
gundangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; 

c. melakukan verifikasi SPP; 
d. menyiapkan SPM; 
e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan; 
f. melaksanakan akuntansi SKPD; dan 
g. menyiapkan laporan keuangan SKPD. 

(3) Karena beban tugasnya, PPK-SKPD tidak boleh merangkap 
sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan 
penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/ a tau Pejabat 
Pembuat Komitmen 

(4) Dalam melaksanakan tugasnya PPK-SKPD dibantu oleh 
Pembantu PPK-SKPD yang melaksanakan fungsi : 
a. Verifikasi; 
b. Pembuatan SPM; 
c. Akuntansi dan pelaporan. 

9. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/Pembantu 
Benda hara/Bendahara Pembantu 
(I) Bupati atas usu! Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) menetapkan bendahara penerimaan de b h ik tan endahara pengeiuaran untui melaksanakan tugas kebendahar 

rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD. raan dalam 

(2) Bendahara penerimaan 
sebagaimana dimaksud 
fungsional. 

dan 
pada bendahara pengeluaran 

angka (1) adalah pejabat 

(3) Bendahara penerimaan dan bendahara 
langsung maupun tidak langsung a;_ Pengeluaran baik secara 
pera@angan, pekerjaan pertboron~.,"""" melgkuan kegiatan 
bertindak sebagai penjamin penjualan jasa atau 
penjualan, serta membuka rekenin;;�s kegtatan/pekerjaan/ 
uang pada suatu bank atau lemba,",''os atau menyimpan 
nama pribadi. za ceuangan lainnya atas 

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebai 
KPA, Bupati menetapkan benaa""kewenangannya kepada 
bendahara pengeluaran pembant Penerimaan pembantu dan 

Pada unit kerja terkait. 
(5) Bendahara penerimaan d 

fungsional bertang 1an bendahara pengeluar kepada PPKD .[Dg jawab atas pelaks ran secara 
set. BUD. sanaan tugasnya 

10.Baoi. 
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10. Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan . 
(1) Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai Bagian Pengadaan 

yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa. 

(2) Bagian Pengadan pada Pemerintah Daerah dibentuk oleh Kepala 
Daerah. 

(3) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Bagian Pengadaan 
dilakukan oleh Kelompok Kerja Bagian Pengadaan • 

(4) Keanggotaan Bagian Pengadaan wajib ditetapkan untuk: 
a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya 

dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,00 (duajuta rupiah); 
b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp 

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(5) Anggota Kelompok Kerja Bagian Pengadaan berjumlah gasal 
beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah 
sesuai dengan kompleksitas pekerjaan. 

(6) Kelompok Kerja Bagian Pengadaan sebagaimana dimaksud 
angka (3) dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi 
penjelasan teknis. 

(7) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
yang 

bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 
(dua 

ratus 

jut.a 

rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan atau Pejabat Pengadaan. 

(8) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi 
Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan 
oleh Kelompok Kerja Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan. 

(9) Pengadaan langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat 
Pengadaan. 

(10) Tugas Pokok dan kewenangan Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan meliputi : 
a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
b. menetapkan Dokumen Pengadaan; 
c. menetapkan besaran nomimal Jaminan Penawaran; 
d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan B: g/ website Pemerintah Daerah/Institusi m_'rang/Jasa di 

papan pengumuman resmi untu ~,"""" masmg dan 
menyampan«an e LPsE unr durum""," serta 
Pengadaan Nasional; an lam Portal 

e. menilai kualifikasi Penyedia p 
prakualifikasi atau pascakualifika; 'rang/Jasa melalui 

f. melakukan evaluasi administrasi, tekni· de h 
penawaran yang masuk; ' ns tan arga terhadap 

g. khusus untuk kelompok kerja Bagian P 
I) menjawab sanggahan; 'engadaan 
2) menetapkan Penyedia Barang/ 

a) Peletingan atau penunjGia,,"" ntk: 
Pengadaan Barang/Peke.. angsung untuk paket 
yang beratai pi,""an Konstruksi jasa lainn% 
(era~ts mar r%la#j,[";" 8.100.006.06o.0o0, 

re ' ,., .: J w 
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) Seleksi atau Penunjukan langsung untuk pal"! 

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling t68 
R. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 

3) menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokume 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 

4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia 

Barang/Jasa; 
5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepa 

Kepala Bagian Pengadaan 
h. Khusus Pejabat Pengadaan: 

1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untu' 
a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsun 

untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 
Konstruksi /Jasa Lainnya yang bernilai paling tin& 
R 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/ata 

b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan LangsS 
untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
berilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puhuh 
juta rupiah); 

2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen 
Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; 

3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/ 
Jasa kepada PA/KPA; dan 

4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan 
Pengadaan kepada PA/KPA. 

Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan 
Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. 

(11) Tugas pokok dan kewenangan Kepala Bagian 
meliputi: 

agia Pengadaan 

a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan Bagian 
Pengadaan ; 6 "w 

b. menyusun program kerja dan anggaran B . 
c. mensawass's~iurn egiatan 

sen%~[""ngadaan;_ 

Bagian Pengadaan dan melapori., ang/jasa di 
penyimpangan dan/atau indikas; apabila ada 

d. membuat laporan pertanggu, 
,P"nympangan; 

kesir 
ngjawaban atas pelak 

egiatan Pengadaan Barang/Jasa ke csanaan 
Lembaga/Kepala Daerah/pi ePada Menteri/ Pimpinan 

e. elaks 
'impinan Institusi; 

. melaksanakan pengembangan dan ; " 
Manusia Bagian Pengadaan . pembinaan Sumber Daya 

f. menugaskan/menempatkan/memind 
Kerja sesuai dengan beban _ lahkan anggota Kelompok 
Kerja Bagian Pengadaan ; a., a masing-masing Kelompok 

g. mengusulkan pemberhentian 
ditugaskan di Bagian 

Pe,""ta Kclompok Kerja yan 
~aero, amaii «Gia ~l"~i,{"?'pi ~j?Kia~a 
perundang- undangan dan/ata ,,' Planggaran peraturan 

( 12) Sc lain tugas pokok dan k 
pada angka (1) dala, "Swewenangan sebagaima 
~ea@oar/via~.,,""""} "enukn iris,,""? "akau 
a. perubahan Hrs, ,"an dapat mengusuiiia ,7;" Bagian 
b. perubahan s,'on/atau an kepada PPK: 

pesifikasi teknis ke- peer)aan. 

(13) Kepala ... 

I. 
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(13) 

(14) 

(15) 

(16) 

Kepala Bagian Pengadaan/Anggota Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik 
dari instansi sendiri maupun instansi lainnya. 

Dikecualikan dari ketentuan pada angka (13) untuk 
a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki 

keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, 
Kepala Bagian Pengadaan/anggota Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai 
tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan 
Pegawai Negeri. 

b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala Bagian 
Pengadaan/anggota Kelompok Kerja Bagian Pengadaan 
/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai 
Negeri. 

Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau 
memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli 
yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta. 

Kepala Bagian Pengadaan dan Anggota Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan dilarang duduk sebagai: 
a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); 
b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM); 
c. Bendahara; dan • 
d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota Ba · an 

Pengadaan untuk Pengadaan Baran&/Jasa yang 
di,["" 

1nstansmnya. 

(17) Penyedia Barang/ Jasa daJam pelaks p 
Jas b sanaan engadaan Baran / sa wajit memenuhi persyaratan sebagai berikut: ' 
a. memenuhi ketentuan peraturan 

menjalankan kegiatan/usa.. Perundang-undangan untuk 
b. memiliki keahlian, pengalama 

ial an, cemampuan tekni manejri untuk menyediakan Be tek is dan 
c. memperoleh paling kuran, 

"rang/Jasa; 
Penyedia Barang/Jasa dalam ,,at) pekerjaan sebagai 
terakhir, baik di lingkungas 'Un waktu 4 (empat) tahun 
terma: ik pemerintah mau sul pengalaman subkontrak: pun swasta, 

d. ketentuan sebagaimana dim. 
dikecualikan bagi Penyedia _ 'sud pada huruf e 
kurang dari 3 (tiga) tahut. arang/Jasa yang baru berr 

e. iliki in; :ran . memii sumberdaya man : 
ain yas drperiuion al."~,";"! Peraaan an siea 

f. dalam hal Penyedia p, 3aaan Barang/Jasa; 
kemitraan, Penyedi ~@rang/Jasa akan :laa 
Pnarjian ken%a ZZ.[t,, 'a«rans/asa hars~,""" kan 
pcrscntase kemitra%, PPerasi/kemitraan y%,_ Punyai 
kemitraan tersebut. dan perusahaan , '8 memuat 

g. memiliki kemampua Yang mewakili 
untuk Usaha M,i"" pada bidang peker 
am»a» »ilk: fa%» EE."?z,pm 
usaha non-kecil: Jang pekerjaan rans ccl scrta 

h. memiliki Keman, Ya g sesuai untuk 
kecuali puan dasar (py uen untuk pengadaan B: untuk usaha arang / J non kecil asa Konsultansi. ?I 

• 
(i) Khusus . 



i. khusus untuk Pelelangan dan 
Pengadaan Pekerjaan Konstruksi 
keuangan dari bank; 

Pemilihan 
memiliki 

0n0112 
Langsung 

dukungan 

(18) 

(19) 

(20) 

khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa 
Lainnya harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket 
(SKP) sebagai berikut: 

SKP = KP--P. 
KP = Nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan: 
a) untuk Usaha Kecil nilai Kemampuan Paket (KP) 

ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan 
b) untuk Usaha Non Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) 

ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N 
P = jumlah Paket yang sedang dikerjakan 
N =jumlah Paket pekerjaan terbanyak yang dapat 

ditandatangani pada saat bersamaan selama 
kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. 

k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan 
usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau clireksi yang 
bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang 
dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan Surat 
Pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/ jasa. 
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sudah 
memenuhi kewajiban perpajakan Tahun terakhir; 

m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan 
diri pada kontrak; 

n. tidak termasuk dalam daftar hitam; 
o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau 

dengan jasa pengiriman; dan 
p. menandatangani Pakta Integritas 

Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan 
kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/jasa 
asing dikecualikan untuk angka I7 Huruf d, huruf j dan huruf I 

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 17 huruf c,huruf d,huruf f,huruf h,huruf i, dikecualikan ba> Barang/jasa orang perorangan. gi Penyedia 

Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tah terae; scbagaimana dimaksud pada angka i7 hurr 'ht'_"?_ir, 
untuk Pengadaan Langsung dengan cecualikan 
pembelian atau kuitansi: menggunakan bukti 

' 

J. 

1. 

(21) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi p% , 
kcua yang bersargiutan men,.,ht, """{g Barang/Jase, 
K/L/D/I. cut tiluar tanggungan 

(22) Penyedia Barang/Jasa yang 
pertentangan kepentingan 
Barang/Jasa. 

II.Pengadaan Secara Elektronik. 
(I) Ketentuan Umum Pengadaan S 

a. Pengadaan Barang/e ?Sara Elektronile. 
Kab asa emerintah di Lin aoupaten Sintang dilakukan gkup Pemerintah dikembangkan oleh LKPp, secara elektroil · nu yang 

b. Pengadaan • 

keikutsertaannya .: 
d.1 menimbulkan arang me 'di enjadi Penyedia 
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naeaa» ammeoaa ea gang"}, " " 
cara e-tendering atau e-purchasing. Pengadaan 
Pemerintah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang secara 
elektronik bertujuan untuk: .. 
1) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; 
2) meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang 

sehat; 
3) memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan; 
4) mendukung proses monitoring dan audit; dan 
5) memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time. 

(2) E-Tendering. 
a. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses 

Pengadaan Barang/Jasa sarnpai dengan 
pengumuman 
pengumuman 

pemenang. 
b. Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana 

dimaksud pada angka (1) adalah PPK, Bagian Pengadaan 
/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa. 

c. E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan system 
pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. 

d. Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur 
perlindungan Hak atas Kekayaan Intelekrual dan kerahasian 
dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem 
keamanan dan pcnyimpanan dokurnen elektronik yang 
menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca 
pada waktu yang telah ditentukan. 

e. Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
1) mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan 

integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara 
elektronik; 

2) mengacu pada standar proses pengadaan secara 
elektronik; dan 

3) tidak terikat pada lisensi tertentu (free license). 
Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan 

sistem Pengadaan Barang/Jasa sccara elektronik 
diselenggarakan oleh LPSE Kabupaten Sintan. yang 

g. Dalam Pelaksanaan E-Tendering dilakukan d g k sebagai berikut: engan cetentuan 
l) Tidak diperlukan Jaminan Penawaran· 
2) Tidak diperlukan sanggahan kualifikaei: 
3) Apabita penawaran yang masu ZN", as 

pesera, pemihan penyeaiaa,L,[,z,'i 3 (tea) 
dilakukan negosiasi tekris dan hara yi,,"" dengan 

4) Tidak diperlukan sanggahan bandi· , Yi 
5) Untuk ilih nng; peman penyedia Jasa Konsultans°· 

a) Daftar pendek berjumlah 3 (tga " 
penyedia Jasa Konsultansi. sampai 5 (Lima) 

b) Seleksi sederhana dilakukan 
pascakualifikasi. dengan metode 

6) Ketentuan lebih lanjut me , 
oleh LKPP, engenai E-Tendering ditetapkan 

7) Percepatan pelaksanaan E-Te . 
mer fe rendering dilakukan mantaatkan Informasi Kine . ~ dengan 

enja Penyedia Barang/Jasa. 

8) Pelaksanaan ... 
5 

f. 
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8) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada 
huruf g iakukan dengan hanya memasukkan pena"","" 
harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang 
memerlukan penilaian kualifikasi,administrasi dan teknis, 
serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding. 

9) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada huruf 
g paling kurang terdiri atas : 
a) Undangan; 
b) Pemasukan penawaran harga; 
c) Pengumuman pemenang. 

(3) E-Purchasing. 
a. Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik 

(E Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis 
dan harga Barang/Jasa. 

b. Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 
1 diselenggarakan oleh LKPP. 

c. Barang/ Jasa yang dicantumkan dalam katalog eletronik 
ditetapkan oleh LKPP. 

d. K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/ 
Jasa yang sudah dimuat dalam system katalog elektronik 
sesuai dengan kebutuhan K/L/D/l. 

e. E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau 
pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/ Institusi. 

f. Ketentuan lcbih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP. 

(4) Layanan Pengadaan Secara Elektronik. 
a. Unit LPSE mempunyai tugas : 

I) Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan rencana umum pengadaan; 
2) Memfasilitasi Bagian Pengadaan 

pengumuman pelasanaan pengadaan; 
3) Memfasilitasi Bagian Pengadaan/Pejabat p laks aka s. • ar 'engadaan me1 csan; can pemilihan penyedia bare z/

i 

elektronik; ang,jasa secara 
' 4) Memfasilitasi Penyedia barang/jasa de ihak-·i berke c. an pi :-pihak yang rKepentmngan menjadi pengguna LPSE: 

5) Melaksanakan tugas-tugas lain rano Bupati sesuai tugas dan fungsi. Ja g diteruskan oleh 
b. LPSE dapat melayani kebutuhan BUM 

Non Pemerintah melaksanakan IN/BUMD/ Organisasi 
clekronik ai abupaten sine",""n barang/jasa secar 
Daerah Kabupaten Sintang lps ,aluI website Pemerintah 

c. LPSE udak melaksanaka,, "ntang.go.id. 
tehade tan tidak bertan ernatap pembuatan paket &gung jawab 
Pemerintah, penentuan meto. ,_Pngadaan barang/jasa 
penyusunan jadwal pengad%_ " persyaratan pengadaan 
dokumen pengadaan beserta ~;"' an perubahannya, is' 
isian data klarikasi dan pen.,,""Hnya, isi pengumuman pemberian penjelasan, isr k." "a barang/jasa, berita aca bcrita acara has; men penawaran,hasil ra,. 'a 
langsung asn pelelang y .'' evaluasi, 8»penetapan pemenan¢ an/seleksi/pemitih 
sanggahan dan jawaban. & atau pengumuman 4han 

· serta isi 

d. Dalarm • 

menayangkan 



- 000115 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

d. huruf a, LPSE menyelenggarakan fungsi yang meliputi: . 
» ke·tan, ketatausahaan, evaluasi 1) Penyusunan program :egat , :et .' 

dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara 
elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang; 

2) Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya; 
3) Pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE; 
4) Pelaksanan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis 

pengoperasian SPSE. 

12. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. 
(1) Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 

a. PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil 
Pekerjaan. 

b. Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal 
dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun 
instansi lainnya. 

c. Dikecualikan dari ketentuan pada huruf b, anggota 
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada lnstitusi lain 
Pengguna APBN/ APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana 
Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri. 

d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi 
persyaratan scbagai berikut: 
I) memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas; 
2) memahami isi Kontrak; 
3) memiliki kualifikasi teknis; 
4) menandatangani Pakta Integritas; dan 
5) tidak menjabat scbagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. 

(2) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk: 
a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan p 

Barang.asa sesuai nga ketntan yang terea~~[""" 
Kontrak; lam 

b. menerima hasil Pengadaan BarangJ iks /p asa setelah melal pemerisaan/pengujian; dan lui 
c. membuat dan menandatangani Be it% H ·1 p k er Acara Serah Te asn ekerjaan. erima 

(33) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa 
teknis khusus, dapat dibentuk tim/te,,_ memerlukan keahlian 
pelalksanaan togas Pania/Pejabat '%,[ " ;""" uptk membantu 

a lasil Pekerjaan. 
(4) Dalam hal pemeriksaan BarangyJ 

tents ahusus, apat bent ~l";',["" memcrutan an»a, 
pelaksanaan tugas Panitia/Pejaba p, &a ahli untuk membanu ; cnerima Hasil Pekerjaan. (5) Tim/tenaga ahli sebagaims ~ 

oleh PA/KPA_ 8a nana dimaksud pada huruf c ditetapi%, 
(6) Dalam hal pengadaan Ja 

scbagaimana dimas 1a Konsultansi, pemerile boor@as eL,"" g? aei di. al,",Pk-pea» bersangkutan. engguna Jasa , an setelah 
· onsultansi yang 

13. Pejabat .• 



13.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
(I) Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan 

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang 
melaksanakan program dan kegiatan menunjuk pejabat 
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); 

(2) Penunjukan pejabat dimaksud pada angka (l I di atas, 
berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran 
kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan 
pertimbangan objektif Iainnya dan bertanggung jawab atas 
pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna 
Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang; 

(3) PPTK mempunyai tugas mencakup: 
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 
c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari : 
1) mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
2) melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan 
3) menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 
4) Dokumen anggaran mencakup dokumen administrasi 

kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait 
dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan scsuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

5) membantu PPK dalam mela.ksanakan seluruh kegiatan 
sesuai dengan bidang tugasnya; 

6) menyampaikan laporan bulanan kepada PPK langsung 
atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan: 

7) membuat, Meneliti dan mengkoreksi dokumen-dokumen 
kegiatan yang akan ditandatangani PPK dan PA . 

8) menyusun rencana jadwal dan target pelaksanaan 
kegiatan bersangkutan; 

9) memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan 
cgiatan sesuai dengan perjanjian/kontrak. 

14.8taf Telnis/Staf Administrasi PPTK, 
Staf Teknis PPT hanya untuk kegiatan-keriat , 
dan non konstruksi) sedangkan Staf Aa,,_&Iatan fisik (konstruksi 
kegiatan fisik maupun non fisik. mmstrasi PPTK dapat untuk 
(I) Staf Teknis PPTK, mempunyai tugas antara lain : 

a. Bertanggung jawab kepada PPTX me ' 
pclaksanaan teknis kegiatan; engenai kelancaran 

b. Membantu PPTK dalam melaksanakan , 
dari scgi perencanaan, pelaks cgatan teknis baik 
kegiatan; ' asanaan dan pemantauan 

c. Melaksanakan tugas-tugas tekr" 
kc . ,..,.� . ms yang berkBJ"tan d 8atan sesuai dengan perintah PPT. lengan 

(2) Staf Administrasi PPK, mempu , 
a. Bertanggung jawab a. 'PYa tugas antara lain: 

laks cpada PPT .' 
peI sanaan administrasi kegiat . mengenai kelancaran 

b. Merbatu PP dater mi"an; 
baik dari segi pelaksanaan aa,, """" kegiatan adminisuasr aporan kegiatan: • 

c. Melaksanakan ... 

Kuasa 
dalarn 
selaku 
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administrasi yang 
Melaksanakan tugas-tuga° ~erintah PPTK. 
engan kegiatan sesuai denga 

1s.Fa«tu» Fee re1aiaaan.""z «it: 
Tugas Panitia Peneliti Pelaksana8 c trak yang sifatnya mendasar, 
(' meneiiu apabia tepiaai pemubabe"_",,, eantitas, biaya wakt 

aara 1%in seperd : csain. ,~Lang 
peru. 

pelaksanaan dan lain-lain yang • 
@)y ierob»oat Bera Acara Has!""";"[",e 

sang pertu aitakukan 
(3) mengusulkan saran dan"""~~e Pembuat Komitmen ata° 

Kepada Pengguna Jasa/ 'e)a9a 

penelitian tersebut huruf a di at° ~eerja atas permintaan 
Panitia Peneliu Pelaksanaan Kontrak ,i tgasnya berakhir 
Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen 
setelah Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO). 

16.Tanda Bulti Perjanjian 
(1) Tanda Bukti Perjanjian terdiri atas : 

a. bukti pembelian; 
b. kuitansi; 
c. Surat Perintah Kerja (SPK); 
d. surat perjanjian; dan 
e. surat pesanan. 

(2) Bukti pembclian sebagaimana dimaksud pada angka () huruf a, 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampan 
dengan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 

(3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada angka (l) huruf b, 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai 
dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c, digunakan 
untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan 
untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan 
Rp 50.000.000,00 (ima puluh juta rupiah). 

(5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada angka (I) huruf d 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta 
rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka (I) huruf e 
digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Pu :hasi 
dan pembelian secara online. urcr sung 

II. PELAKSANAAN KEG1ATAN PENGADAAN BARANG/JASA. 
A. Ketentuan Umum 

1. Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pem · tah be k tu P enn rdasarkan d etent an eraturan Presiden Nomor 54 Tah pada 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah be un 2010 tentang 
bebcrapa kali terakhir dengan Perat,,_bagaimana telah diubah 
2015 tentang Perubahan Keempat At' "Fresiden Nomor 4 Tahun 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara~ [turan Presiden Nomor 54 

8 iasa Pemerintah. 
2. Penunjukan Pejabat Pengadaan B 

() Pengadaan dengan miat ,,[[,g/.Jasa untk: 
«apace» is 2co.~',},39° (suiuh jua rupiah) 
menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pen."" Juta Rupiah) dapat aan. 

(2) Penunjukan ... 

berkaitan 
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Pengadaan Langsung untuk pakct 
(2) Penunjukan Langsup8,"" onstruksi/Jasa Lainnya yang 

Pengadaan _Barapg/""a.000.000,00 (dua juta rupiah); 
bernilai paling tngg 'p '' '' ' 

dan/ a tau d Lan sung untuk paket 
(3) Penunjukan Langsung atau Pengadaan . g . . Rp 

Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tingg 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

A zaran dimungkinkan 3. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna ngg . . 1 (satu) membentuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa lebih dari 
kegiatan. 

4. Pengguna Anggaran dapat merangkap scbagai Pejabat Pembuat 
Komitmen. 

5. Anggota Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan wajib memenuhi 
persyaratan memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa. 

6. Dalam hal tidak terpenuhinya persydratan sebagaimana dimaksud 
huruf 5) di atas, dapat meminta bantuan kepada SKPD yang 
memiliki aparatur yang memenuhi persyaratan. 

7. Untuk pengadaan barang/jasa bidang konstruksi, selain 
memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 beserta perubahannya dan/atau Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum atau Peraturan terkait lainnya tentang Pembagian 
Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi. 

8. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kabupaten Sintang 
dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Kabupaten Sintang 
secara keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015; 

B. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa 
1. Pengguna Anggaran menyusun dan mengumumkan Rencana Um 

Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan paada $,'St',' 
masing-masing. 

2. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagair di ak pada angka (I) di atas, meliputi: mana time ;sud 
(l) kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/J dibiayai oleh SKPD sendiri; dan/atau asa yang akan 
(2) kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa 

dibiayai berdasarkan kerja sama antar SPD see, yang akan 
bersama (co-financing), sepanjang diperlukan. -ara pembiayaan 

3. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meli ti e + 

sebagai berikut: enputi egiatan-kegiatan 
(I) mengindentifikasi kebutuhan Barang/J SKPD; 8/ Vasa yang diperlukan 
(2) menyusun dan menetapkan rencana 

Pengadaan Barang/Jasa sebagaima pnganggaran untuk 
(3) menetapkan kebijakan umunm ,,""""" dimaksud pada angka 2; 

a. pemaketan pekerjaan; 8. 
b. cara Pengadaan Barang/Jasa; dan 
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c. pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa; . 
d. penetapan penggunaan produk dalam negen. 

(4) menyusun Kerangka Acuan Kerja (KA). 
. ·dikit 

4. KAK sebagaimana dimaksud pada angka 3 poin (4)) paling 8° 

memuat: 
(1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan; 
(2) waktu pelaksanaan yang diperlukan; , 
(3) spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan 
(4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan. 

5. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banya!KY 
paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi ec 
tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan 
sistem dan kualitas kemampuan teknis. 

6. Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran 
dilarang: 
(1) menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar 

di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan 
tingkat efisiensinya scharusnya dilakukan di beberapa 
lokasi/ daerah masing-masing; 

(2) menyatukan beberapa paket pcngadaan yang menurut sifat dan 
jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya 
seharusnya d.ilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta 
koperasi kecil; 

(3) memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket 
dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau 

(4) menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang 
diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. 

7. Pcngguna Anggaran mengumumkan Rencana Umum Pengadaan 
Barang/Jasa di masing-masing SK.PD secara terbuka kepada 
masyarakat luas setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 
yang merupakan Rencana Keuangan Tahunan disetujui be 
oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. ' :rsama 

8. PA sebagaimana dimaksud pada angka 7 
Rencana Umum Pengadaan apabila 
penambahan DIPA/DPA. 

mengumumkan kembali 
terdapat perubahan/ 

9. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 7. ali berisi: » pelng kurang 
(I) Nama dan alamat Pengguna Anggaran; 
(2) Paket Pekerjaan Yang akan dilaksanala 
(3) Lokasi pekerjaan; dan an; 
(4) Perkiraan besar biaya. 

10. Pengumuman scbagaimana di a 
dalain website Pereritan p~.t",, "","Pada hurur g. diacukan 
pengumuman resmi untuk apupaten Sintang dan papan 
Nasional melalui LPSE. masyarakat serta Portal Pengadaan 

I1.SKPD mengumumkan R 
Barang/Jasa yang konua,,"""ana pelaksanaan 
iaa bemirira rs~~;"," kaa» 

12. Kelompox • 

Pengadaan 
pada Tahun 
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12. Kelompok Kerja Bagian Pengadaan segera mengumumkan 
pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada 
masyarakat setelah RUP diumumkan. 

13. Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja Bagian 
Pengadaan dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia 
Barang/ Jasa secara Iuas kepada masyarakat sebelum RUP 
diumumkan. 

14. Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan 
mengumumkan secara luas sekurang-kurangnya melalui : 
a. Website Pemerintah daerah/Institusi; 
b. Papan Pengumuman Resmi untuk masyarakat; dan 
c. Portal Pengadaan nasional melalui LPSE. 

C. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Barang/Jasa 
1. Persiapan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa terdiri atas kegiatan: 

a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa; 
b. pemilihan sistem pengadaan; 
c. penetapan metode penilaian kualifikasi; 
d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa; 
e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa; dan 
f. penetapan HPS. 

2. Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa dilakukan setelah 
Rencana Umum Pengadaan ditetapkan clan diumumkan. 

menyusun dan 
Barang/Pekerjaan 

Barang/Pekerjaan Penyedia 

3. Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa 
a. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas 

kegiatan: 
1) pengkajian ulang paket pekerjaan; dan 
2) pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan. 

b. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan oleh: 
1) PPK; dan / a tau 
2) Bagian Pengadaan /Pejabat Pengadaan. 

c. Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan: 
I) menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lat 1ga 1: 

saat akan melaksanakan peritihan Penycdia Ba,[""""Ban pada 
2) mempertimbangkan kepentingan masyarakat; 8/ Jasa; 
3) mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai B 

jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada: a_ 'arang/Jasa serta 
• Apana terjadi perabaha pact peii%n ~Z., 

1)PPK mengusulkan perubahan aket ke , 
untuk ditetapkan; atau Pa t peckerjaan kepada PA/KPA 

2) Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan m 
paket pekerjaan melaii PPK untu1 a[l";lkan perubahan 

tet1pl oleh PA/KPA. 
D. Pemilihan Sistem Pengadaan 

1. Penetapan Metode Pemilihan 
Konstruksi/ Jasa Lainnya: 
a. Bagian Pengadaan/Pejabat p 

menetapkan metode ~~., engadaan 
KonstrksiJasa Lai,~""ilihan Penyedia 

b. Pemilihan Penyedia Barang dilala 1) Pelelangan Umun. '8 kan dengan: 
2) Pelelangan Terbatas. 

' 

3) Pelelangan ...... 
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3) Pelelangan Sederhana; 
4) Penunjukan Langsung; 
5) Pengadaan Langsung; 
6) Seyembara; dan 

{[th,,Li%yea Pekeoaan onstrust anaekan ensan 
1) Pelelangan Umum; 
2) Pelelangan Terbatas; 
3) Pemilihan Langsung; 
4) Penunjukan Langsung; atau 
5) Pengadaan Langsung. d . 

d. Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan Iengan . 
I) Pelelangan Umum; 
2) Pelelangan Sederhana; 
3) Penujukan Langsung; 
4) Pengadaan Langsung; atau 
5) Seyembara/kontes. 

2. Kontes/siyembara ditakukan khusus untuk pemilihan_FY" 
Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil lndustn Krea , mova 
dan budaya dalam negeri. . . 

3. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan 
pascakualifikasi. 

4. Khusus untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi bersifat 
kompleks clan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan 
Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konst.ruk.si dilakukan dengan 
Pelelangan Terbatas. 

5. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya 
melalui Metode Pelelangan Umum diumumkan paling kurang di 
website Pemerintah Kabupaten Sintang, dan papan pengumuman 
resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui 
LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang benninat 
dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 

6. Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga. 
7. Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi 

Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dapat dilakukan dengan: 
a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau 
b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi. 

8. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan :lal 
akual.fik . me ill proses pasci It,as1. 

9. Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumke 
rang-kurangnya di website Pemeriatah iabupaten sine,~.',a, 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal 
Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifil s; 

mengikutinya. likasi dapat 
10. Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemiliha Lan negosiasi teknis dan harga. an gsung tidak ada 

?"" Langsung teradap 1 (sat) Penyeaia Barang/ Pei... onst csi/Jasa lainnya dapat dilakukan dale ekerjaan 
a. keadaan tertentu; dan/a tau am hal: 
b. (pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Kc Lainnya yang bersifat khusus. Je Construksi khusus/ Jase 

12. Penunjukan Langsung dilakukan den 
maupun harga schingga diperoleh ,~"""ngosiasi baik teknis 
yang berlaku dan secara teicais dapa±tu,,j;"dengan harga pasar 

per ggungjawabkan. 
13. Penunjukan ... 
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13 Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun 
harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang 
berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungiawabkan. _ • 14 Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakuk 
Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan 
Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana 

dimaksud 

pada angka 

11 
huruf a, meliputi: . 
a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya 

dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat 
ditunda untuk: 
1) pertahanan negara; 
2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan 

pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, 
termasuk : 
(a) akibat bencana alam dan/ atau bencana non alam 

dan/ atau bencana sosial; 
(b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/ atau 
(c) akibat kerusakan sarana/prasara.na yang dapat meng- 

hentikan kegiatan pelayanan publik. 
b. pekerjaan peryelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak 

untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh 
Presiden/Wakil Presiden; 

c. kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh 
Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan 
dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau 

d. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau 
perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam 
peraturan perundang-undangan;atau 

e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang spesifik dan 
hanya dapat dilaksanakan oleh I (satu) Penyedia Barang/Jasa 
Lainnya karena I (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, 
atau pihak yang menjadi pemenang pelclangan untu. mendapatkan izin dari pemerintah. 

15. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnva yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penurj La b . d. n nJ ngsung sebagaimana limaksud pada angka 11 huruf b, ±fi ti: B /J Lai be d , melpu:. a. arang/ Jasa innya zrdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; P 
b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan tu sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggun¢ ;_ satuan 

ke al ban &Jawal atas risiko egagatan gunan yang secara keseluruhan tidak direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unfon _lapat 
c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lai,, 'seen condition); 

kompleks yang hanya dapat dilaksanaa '';' yang bersifat 
teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu p, "8an penggunaan 

d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi .~"Ya yang mampu; 
keschatan habis pakai dalam rangka m,_" obat, obat dan alat 
untuk pelaksanaan peningkata, Jamin ketersediaan obat 
masyarakat yang jenis dan hare pelayanan kesehatan 
Menteri yang bertanggung jawa t"Va telah ditetapkan oteh 

1m1dang keschatan; 

e. Pekerjaan ~ 
- ¥ 
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sewa ruang terbuka 
dan tata cara 

yang dapat 

1. 

f. 

aluran benih unggul yang meliput 
Pekerjaan Pengadaan dan peny@ 1k yang meliputi Urea, 

" ii pee an ks;"; "z.ls%i» ieredaa» 
NPK, dan ZA kepada petani ",~ ccpat untuk pelaksanaan 
benih dan pupuk secara tepat 
peningkatan ketahanan pangan A zan harga khusus untuk 
Pengadaan kendaraan bermotobrl_k en� secara luas kepada 
pemerintah yang telah diput has1 
masyarakat; ans tarifnya terbuka dan 

g. sewa penginapan/hotel/ruang rapat Y g 
dapat diakses oleh masyarakat; atau 

h. arutan sewa ge@dung/antor an Igy"""[ 
atau tertutup lainnya dengan eten 
pembayaran serta penyesuaian harga 
dipertanggungjawabkan. Atau .:: Umum di 
Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 
yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang 
bersangkutan. 

16. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling 
tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan 
scbagai berikut: 
a. merupakan kebutuhan operasional SKPD; 
b. teknologi sederhana; 
c. risiko kecil; dan/ atau 
d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/ Jasa usaha orang 

perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, 
kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis 
yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil dan 
koperasi kecil. 

17. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku 
di pasar kepada Penyedia Barang/ Pckerjaan Konstruksi/ Jasa 
Lainnya. 

18. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai 
alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket 
dengan maksud untuk menghindari pelelangan. 

19. Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki 
karakteristik sebagai berikut: 
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas,inovasi, 

budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan 
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

20. Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memilik.i karakteristik sebagai berikut: 
a. tidak mempunyai harga pasar; dan 
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan 

21. Bagian Pengadaan /Pejabat Pengadaan menetapa administratif dan teknis bagi: p persyaratan 
a. Penyedia Barang yang akan mengikuti K« b. Pe di Je :. ontes; 

22 Pe . enyetan ,at akn s� 'inya yang akan mengikuti Sayembara 
. zrsyarat ter ns tisusun oleh tim yang ahli dibidan ' 

23. Penyusunan metode evaluasi dan laks gnya. 
oleh tim yang ahli dibidangnya. peI «sanaan evaluasi dilakukan 

E. Penetapan Metode Perilihan Penyedla J 
1. Ba&ian Pengadaan/Pejabat Pen" Konurust : 

menetapkan metode pemiliha p."_, menyusun da enyedia Jasa Konsultans SI. 

2. Pemilihan ... 
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2 Penasa Pea»cola as onsoaat anaaa mg""}""";"[;i"Lu 
teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuar 1€ 

pasar dan secara teknis dapat dipertanggungiawabkan. 
3. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dc8_~ 

a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi edernan8; 
b. Penunjukan Langsung; 
c. Pengadaan Langsung; atau 
d. Sayembara. _ . . . 

4. Perilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan 
melalui Metode Seleksi Umum. 

5. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum 
diumumkan sekurang-kurangnya di website Pemerintah Kabupaten 
Sintang dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta 
Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas 
dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat 
mengikutinya. .. . 

6. Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 
(tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi. 

7. Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa 
Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi 
biaya seleksi. 

8. Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa 
Konsultansi yang: 
a. bersifat sederhana; dan 
b. bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 

9. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi 
Sederhana diumumkan paling kurang di website Pemcrintah 
Kabupaten Sintang dan papan pengumuman resmi untuk 
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga 
masyarakat luas dan dunia usaha yang benninat dan memenuhi 
kuaJifikasi dapat mengikutinya. 

10. Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 
(lima) Penyedia Jasa Konsultansi. 

11. Penunjukan Langsung terhadap l (satu) Penyedia Jasa Konsultansi 
dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. 

12. Kriteria keadaan tertentu scbagaimana dimaksud pada angka 11, meliputi: 
a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk: 

1) pertahanan negara; 
2) keamanan dan ketertiban masyarakat; 
3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang lak ke. idak per :sanaan peeraannya tie dapat ditunda/harus dilakukan tennasuk : segera, 

(a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial; 
(b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau 
(c) akibat kerusakan sarana/ prasarana 

menghentikan kegiatan pelayanan public. Jang dapat 
b. kegiatan menyangkut pertahanan negara , 

Menteri Pertahanan serta kegiatan yang ditetapkan oleh 
dan ketertiban masyarakat ~.""menyangkut keamanan 
Kepolisian Negara Republik Indone[_. Hetapkan oleh Kepala 

c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan leh 1 ( Jasa Konsultansi; dan oer (satu) Penyedia 

d. pekerjaan ... 
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so an he»a »as aw,g''Z;"! ELL.: hak cipta yang telah terdaftar atau p yang e 
izin pemegang hak cipta. 

13. Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses 
prakualifikasi terhadap I (satu) Penyedia Jasa Konsultansi. 

14. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa 
Konsultansi yang bemilai paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima 
puluh juta rupiah). 

15. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh I (satu) Pejabat Pengadaan. 
16. PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai 

alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa pa.ket 
dengan maksud untuk menghindari Seleksi. 

17. Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang 
memiliki karakteristik sebagai berikut: 
a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan 

metode pelaksanaan tertentu; dan 
b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. 

18. Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan 
administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang a.Jean mengik:uti 
Sayembara. 

19. Dalam menetapkan persyaratan administratif 
dimaksud pada angka 18, Bagian Pengadaan 
Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih 
persyaratan Penyedia Barang/Jasa. 

20. Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh Bagian Pengadaan/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya. 
21. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya. 

F. Tanda bukti perjanjian terdiri atas : 
I. Bukt pembelian; digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa yam nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupia''' 
2. Kuitansi; digunakan untuk Pengadaan Barang/jasa yang nilain 

sampai dengan Rp. 50.000.000,0 (Lima puluh juta rupiaj" 1ya 
3. SPK; digunakan untuk Pengadaan Be ypea Konstks/.asa_Lannya sarpai can Rp. 2oo6~'[4"{\,,""rjaan ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultans· e '· 1,00 (dua 

R 50 000 000 0 . s1 engan Nilai diata p. 4 
!' _,oO (lima puluh juta rupiah). 1s 

4. Surat Perjanjian; digunakan untuk Pengadaan Be Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai ditas s_'rang/Pekerjaan 
(dua ratus juta rupiah) dan untuk , "°> p. 200.000.000,00 
aas Rp. so.ooo.coo.po @ma suits ,[,,"""ans dean niii 

5. Surat Pesanan; digunakan untuk pengadaa'g. , 
Purchasing dan Pembelian secara onli, Jarang/jasa melalui E ne. 

G. Jaminan Pelalanann 
I. Jaminan Pelaksanaan di· ·+ 

mnta PPK e Barang/Pckerjaan Konstruksi untuk konu, "Pada Penyedia 
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 'ak bernilai diatas Ro. 2. Jaminan Pelaksanaan tidak dipcrlukan 4a4 a. Pengadaan Barang Pekerjaan _ lam hal : 

dilaksanakan dengan Metoa, ~_nstruksi/Jasa Lainnya Langsu ie 'engadaan Lan yang sung untuk Penangan Darurat, , 8Sung, Penunjukan b. Pengadaan Jasa Lainnya di» Sontes dan Sayemba leh Pe umana asset pe . ra; 
oier engguna; atau cnyedia sudah c. Pengadaan Barang/Jasa dale hikuasai 
Purchasing. lam Katalog Elektronie melalui E. 

• • 

sebagaimana 
/Pejabat 

mudah dari 
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1aks id pada angka 1 dan 
a a heap"ez;a.z.di5.srev an co 

angka 2 di atas dil ni:an se B /Pekerjaan 
trak Pengadaan arang 

Penandatanganan Kon 
Konstruksi/jasa Lainnya. dalah sebagai berikut: 

4. Besaran nilai Jarinan Pelaksanaan", ,ata 80% (delapan puluh 
a. untk nitat penawaran terko""""ts perseratusj dari nilai 

perserats) sampai dengan}"?'etesar 's% (ma perseratus) 
HPS, jaminan Pelaksanaan a 
dari nilai Kontrak; atau asi dibawah 80% (delapan puluh 

b. Untuk nilai penawaran terkoreksi "aminan Pelaksanaan 
perseratus) dari nilai total HPS besarnya 
5% (lima perseratus) dari nilai total HF?_, 

ontrak sampai serah 
5. Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tangga rtama Pekerjaan 

terima Barang/Jasa lainnya atau serah terima p" 

Konstruksi. 
6. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setclah ; tau 

a. Penyerahan Barang/jasa dan Sertifikat ·Jarans, a tus) 
i Perr«nan Jamin em-imaraa s¢tear 5 ("" PE;L z"i.""Lh' 

dari nilai Kontrak khusus bagi penyea1a 
Konstruksi/Jasa Lainnya. 

H. Penandatanganan Kontrak 
L. PPK menyempurnakan Rancangan kontrak Pengadaan Barang/Jasa 

untuk ditandatanigani. 
2. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan 

setelah DIPA/ DPA ditetapkan. 
3. Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/jasa dilaksanakan 

mendahului pengesahan DIPA /DPA dan alokasi anggaran dalam 
DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai 
pengadaan Barang/ Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia 
Barang/jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah 
dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang 
Jasa dibatalkan. 

4. Para Pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/jasa 
menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 

5. Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/jasa yang Kompleks 
dan/atau bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar 
rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum 
kontrak. 

6. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan 
Barang/jasa atas nama Penyedia barang/Jasa adalah Direksi yan 
disebutkan namanya dalam akta pendirian/Anggaran dasar Pencil 
Barang/jasa yang telah didaftarkan sesuai dengan Peratur 
perundang-undangan. ran 

7. Pihak lain yang bukan Direksi yang namanya tidak di b tkan 
dalam Akta Pendirian/ Anggaran dasar sebagaime di ak se u 
aeia 6, @apat menapi~angani ont«i Fe,","Z[,";"d ,pada 

spanjang Pihak tersebut adalah pengurus/karyawa """"lasa, 
yang berstatus scbagai tenaga kerja tetap dan 4_ Der sahaan 
pendelegasian wewenang yang sah dari brr._""dapat kuasa atau 
berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran p. SSi atau pihak yang sah 
Kontrak Pengadaan barang Jasa. )asar untuk menandatangani 

I. Pembayaran Prestasi Pekerjaan 
l. Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dal 

a. Pembayaran bulanan; am bentuk : 

b. Pembayaran ... 
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mnengenai tatacara pembayaran swbagamana 
5 huruf b, termasuk bentuk jarmnan datur 

pekerjaan penyelesaian b. Pembayaran berdasarkan tahapan 
(termin); atau 

c. Pembayaran sekaligus setelah penyelesaian peckerjaan. 
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dibenikan kepada penyedia Barang/ Jasa 

senilai prestasi pekerjaan yang ditenima setelah dikurang angsuran 
pengembalian uang muka dan denda apabila ada, serta pajak. 

3. Pembayaran untuk pckerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan 
yang telah terpasnng. 

4. Permintaan pembayaran kepada PPK untuk kontrak yang 
menggunakan subkontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran 
kepada seluruh subkontraktor scsuai decngan perkembangan 
(progress) pekeraan. 

5. Dikecuahkan dan ketentuan sebagaimana diatur pada angka 2 dan 
angka 3 pembavaran dapat dilakukan scbelum prcstas pckeraan 
dterima/terpasang untuk: 
a. Pemberan uung muka kepada Penycdia Barang/jasa dengan 

pemberian Jaminan Uang Muka, 
b. Pengadaan Barang/jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan 

pembayaran tcrlebih dahulu, scbclum BHarang/Jasa ditenma 
setclah Penyedia barang/jasa menyampakan jaminan atas 
pembayaran yang akan dilakukan; 

c. Pembayaran pcralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dan 
hasil pckerjaan yang akan discrahtenrakan, namun belum 
terpasang. 

6. Ketentuan lebih lanjut 
dimaksud pada anyka 
olch Menten Keungan 

7. pp menahan ·ebaan pembavaran prestasi pekerjaan swbaai tang retensr untuk jannnan prmchharaan Pekeraan Konstruks dan asa lannya yang membutuhkan masa pemehharaan. 

J. Kendaan Kuhar 
I. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang teryadi cdih g 

para mihak dan udak da pat «diperkrr.an sci,,,""""" «henda 
kcwnJ1b..u1 )'UOJ( dttc:ntuknn dnlam ..:.onirnk men d 1 

: n, 5,('hingga 
2. Dalum hal tenacdr keadan ah ,'or tdak terpnuhi 

atr, rnveda pt, 
mnernbenthukun tentang tradinyva ke d, " !rang/jasa 

ataan kahar ke 4, p swcar tertuls phng larnbat 14 b a tepada , 
I cm1»1t >cln�) hnn •·- I d trradnya kradan kahar dengan rne , alerter swyak 

kradaun ahar yang duce ,, "nrrtakan sahnan pernvataan ear,an oleh '. 
brwrung wswuu ketentuan petat phak / instans yang 

3 T f k 
I un,n i)("ruud 1nu d al trrruk keadaan kahar Lu untangan 

d Ilk il(nu1 hul-hul wbatkan olch pert»uatan atau krLe merugkn yang 4 • j, a au trlalutan para pub e " rtrrlarnbatun pell anuan ·kc a 
h e, pwirryaan yan d rrpadiya radun katar tdak dike , 'g halabatkan oleh 5 Set1ah rnakan mark«t 

rrriutn trryathnva kradaan kahe ke a a para pt k d wpaktan yang dtuankan data hak fa pat mnlakekAn rn perubahan kontrak 
K. Permutunan Kotrl 

I dapat rerutulan eoretrue 
a Krutohan Marana., 'rara wphak apabta asa take d 

brrakhrnva kontae, apat dtunda melebih betas 
b Berdaaarkan pwnrhtan pp_p, 

mamp mrnvrl an ~""rhu Barans/.Jaa tax 
hiberikan kewmpatan «, hurhan pekeraau, ' akan 
kalender rjak ma«a _par dengan 5o (um, laupan 
menyelesukan pex, 'akhrnya prlakanaa puluh) hae 

"Jann, an pekeraan ant.le 
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. sampan · «ca»«rE.."LL.Z.%. 
so _(ma pulub)__"[,,"eia 

Barang/jasa tdak dapat pelaksanaan peleraan, 
menyclesaikan pekerjaan. ;e ii dalam melaksanakan 

a ha»ea saamew,";;i.attars»a» data pi kewajibannya dan tila mem 

waktu yang telah ditetapkan} ,, elakukan KKN, kecurangan, e. Penyedia Barang/Jasa terbuk" pengadan yang diputuskan dan/atau pcmalsuan dalam prose 
oleh Instansi yang berwenang; dan/atau 

_, dugaan KKN nyimpangan prose'ur, , f. Pengaduan ten tang pe J • • sehat dalam pelaksanaan an/atau pelangsaran pep"""" ~tar oteh instansi yang Pengadaan Barang/Jasa dinya an 

• E.Zs.ass «a sass«a_gate,"e"; dengan 50 (lima putuh) hari kalender, sejak masa bera "} pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf (b) 
dan huruf (c) dapat mclampaui Tahun Anggaran. 

2. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia barang/Jasa: 
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; 
b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; 
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan; dan 
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam. 

33. Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pada angka I Kelompok Kerja Bagian Pengadaan dapat melakukan Penujukan Langsung kepada Pemenang Cadangan benikutnya pada Paket Pekerjaan yang sama atau Penyvedie Barang/jasa yang mampu dan memenuhi syarat. 
L. Pelayanan Hulcum Terhadap Pengelola Pengadaan 

• SKPD dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun da1% pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 
2. Pimpinan SKPD wajib melaporkan secara be.1% Pengadaan Barang/Jasa kepada LKpp realisasi • Pimpinan SKPD wajib memberikan pelayanan Hue, ?Aypypexggssir'i«ass«rj·a~ve~as'hrs',[&\} 

Bendahara/APIP dalam menghadapi permasa1a. 'j Jingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta an ukum dalar +. Khusus untuk tindak pidana dan petane 
pelayanan hukum sebagairnana dimaks�arand persa.mgan Usaha, diberikan hingga tahap penyelidiaa Pada angka 3 han M. Ketentuan Lala 

I. Ketentuan Pengadaan Barang/J%% 
zma peen[a @an ia,"""g lakan metaut po1a .,4 Parang/Jasa Pbik datr Kn~~~j'[;""" daam rangka pnga,, 2. Ketentan Pengadaan Tanair ,,_" ran Bupati terser;[ tersenir. diatur dengan Peraturan B,_,, 3. Pengaturan Pengadaan g 
zpbig unaaa»ja[,z.[":" _yaps abiayas aa APB» Pacrah, harus tetaip ber&,_"Pan Daerah/Keputs, 

, ' Peraturan Presider' N, "ndan tidak bertent, "pala Barang.asa in".5 rain 2io %c,"?? den%ea, "air ensa Fa~5\pa teiaid ,5."{_"gad~a, 
Iden Nomor 4 2os ?berapa a 

+.ketentua_ 



4. Ketentuan Pengadaan 
Peraturan tersendiri 
ditetapkan oleh LKPP 

Barang/Jasa di Desa akan diatur dengan 
dengan mengacu pada pedoman yanS 

III. SWAKELOLA 
A. Ketentuan Umum 

1. Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana 
pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri 
oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instanst 
pemerintah lain, dan/ a tau kelompok masyarakat. 

2. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi: 
a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

dan/ atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya 
manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; 

b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan 
partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh 
SKPD; 

c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau 
pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; 

d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat 
dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila 
dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan 
ketidakpastian dan risiko yang bcsar; 

e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya 
atau penyuluhan; 

f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei 
yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode 
kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Per »di 
Barang/Jasa; nyeca 

g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebii 
pemerintah, pengujian di laboratorium, dan 'Haan 
sistem tertentu; ' pengembangan 

h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi SKPD y be 
i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif, dan ,{& rsangkutan; 
j penelitan dan pengembaigan air~.~"""" dalam negeri; 
k. pekerjaan pengembangan in _Ee 1, 1an/atau 

alutes· :. tustn pertahane ·nd utsista, dan industri almatsus dala an, industri am negeri. 

3. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan 
pengawasan, penyerahan, pelapor, Srencanaan, pelaksanaan 
pekerjaan. dan pertanggungiawaban 

4. Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan a. SKPD Penanggung Jawab Ar oleh: 
b. I tans nggaran; . Inst; 1si Pemerintah lain Pelaks 
c. Kelompok Masyarakat Peta.."a Swakelola; dan/atau 

sana wakelola 
5. PA/KPA menetapkan jenis ~ 

melaksanakan Pengadaa s_ Pkerjaan serta pihal 
arang/Jasa secara Swa_ Jang akan 

6. Pe Ada elola . engadaan Swakelola oleh SKPr 
a. direncanakan, dikenja..Penanggung Jawab An 

Penanggung Jawab An.'' an diawasi se.4,_ '&&aran: 
b. mempergunakan 3aran; dan n oleh SKPD 

dar it pegawai sendiri pat menggunakan t ' pegawai SKPD lai cnaga ahli. In dan / atau 

7. Jumlah ... 
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7. Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 
( 

tdak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari juml 
keseluruhan pegawai SKPD yang terlibat dalam kegiatan Swakelola 

yang bersangkutan. 

8. Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain 
Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagal 
berikut: 
a. direncanakan dan diawasi oleh SKPD Penanggung Jawab 

Anggaran; dan 
b. pelaksanaan pekerjaannyadilakukan olch instansi pemerintah 

yang bukan Penanggung Jawab Anggaran. 

9. Pengadaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana 
Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut: 
a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok 

Masyarakat Pelaksana Swakelola; 
b. sasaran ditentukan oleh SKPD Penanggung Jawab Anggaran. 
c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain 

(subkontrak). 

B. Pengadaan Swakelola Oleh SKPD Penanggung Jawab Angaran 
I. Perencanaan es 

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan 
sebagai berikut; 
a. SKPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan cara Swakelola; 
b. Pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan; 

1) Tim Swakelola dapat terdiri danri T%. p 
Pelaksana, dan Tim Pe Dim erencana, Tim e/serves¢soar ea~.Si"ii,,era_ daekat oth 

2) Tugas dan tanggung jawab Tin s""sasi Swaketola; 
berikut; wa <clola adalah sebagai 

(a) Tim Perencana mempunyai tu d 
datam menyusun Ki, a~~[[";"n bertanggung jawab 
dan/atau spesifikasi teknis; gambar rencana kerja 

(b) Tim Pelaksana mempunyai tu, d dalam lak gas an bertan . 
. mel csanakan :ke. &gung jawab 

d,rencanakan, membuat :U�[)aan sesuai yang 
membuat laporan pelaksana.% r pelaksanaan serta 

te) Ta Pen«awas mer»pun/,/'Z,",",Paa; dan 
dalam melaksanaka gas lan bertanggung ' 
in peisora, Z[hi"";{Rima «ertap 1&al',";""? 
swakelola. maupun administrasi ._}n 

c. Penyusunan KAK Pekerjaan 
KAK memuat: 
I) Uraian kegiatan 

belatae. ma,}"","_ a»tao+aaan 
pendanaan: tujuan, sas.,__ celiputi latar 

2) 
" auen serta 

Waktu pelaksanaan pekerie 8umber 
3) Keperluan bahan, ;_ Jaan yang diperlukan 

dan/ata 3 Jasa Lainny '' at tenaga ahli ya, peralatan/ 
dijabarkan dalam ' Perseorangan 'suku cadang 
migguan, dan ~~ ""ncana kerja bur.,"ra rinci yan 

·) Rincian biay ~i;"""a kerja hara, "» rencana ija 
bulanan da ""an yng dijabaran a 

s) Pico yans ~~'z,{"an; Halama rencana ta asi r; dan ya 

6) Gamba ... 
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6) Gambar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila 
diperlukan). 

d. Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 
!) Tim Perencana membuat jadwal rencana pelaksanaan 

pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan 
pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, 
Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli 
perseorangan yang diperlukan. 

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya 
pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan. 

3) Pembuatan jadwal rencana pelaksanaan pekerjaan disusun 
dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi 
pelaksanaan/ penyelesaian pekerjaan. 

e. Rincian Biaya Pekerjaan 
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak 
melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam 
dokumen anggaran dan dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB), meliputi: 
l) Gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor 

Tim Swakelola; 
2) Pengadaan bahan; 
3) Pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; dan 
) Poses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang ibutuhkan. 

f. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis 
I) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, pot memanjang dan potongan melintang. ' ongan 
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedo ,y sesuai dengan yang diperiuka, """"/standar yang 

pekerjaan. um pelaksanaan 

g. Rencana Pengadaan dan Kebutuhe Te _ 
1 Datar hai ipertuka ban,"""""naga Kenia 

cadang dan/ atau tenakl""tinnya, peratatan/ suku 
dilakukan kontrak/sewa tersen�· .Perseorangan, dapat 
Sebelum dilakukan Kontrak/ se." dengan penyedia. 
dilaksanakan sesuai dengan ', proses pengadaannya 
dokumen pengadaan. yang ditentukan dalam 

2) Jumlah teaga ahli perseorangan td (lima puluh perseratus) dari ju,,,,_' boleh melebihi 509% 
SKPD yang terlibat dalam keg,,_" keseluruhan pegawai 3) Penyusunan jadwal renca,, swakelola. 
memperhatkan batas a.,CE&adaan dilaksanakan de 
ctkur eahun agsaran. tahun anggaran/baa, [,";" 

4) Swakelola tertentu dapat dilae 
anggaran. sanakan melebjhi 1 tahun 5) Rencana pengadaan hare {z? "de rci@oar.at"~."Prum»bare«an orarat ei e ?mcn pengadaan. "TJaan yang tercantum dalam Rencana kebutuh 
bcrdasaran renea~'~."""ea eja hara sanaan pekerjaan. disusun 

h. Pembentu n ... 



• Pembentukan panitia /Pejabat Peng""""; etum dibentuk, 
Bila kelompok kerja Bagian engadaa pg/KPA untuk 
panita/peiabat pengadaan diangat """,[['kean dalam 
melakukan pengadaan barang/jasa yang 1 

pelaksanaan swakelola. 

i. Rencana swakelola : 
SKPD mengumumkan pekerjaan swakelola melalui website dan 

papan pengumuman resmi untuk penerangan umum yan 
dapat diakses masyarakat umum. 

2. Pelaksanaan 
a. Pelaksanaan rencana kerja 

Tim pelaksana swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah 
disusun perencanaannya, yaitu: .: .: 
1) Melakukan kaji ulang dan pegukuran pada lokasi pekerjaan 

berdasarkan gambar rencana kerja; 
2) Mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (S-curve) serta 

jadwal kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku 
cadang dan/ a tau tenaga ahli perseorangan; 

3) Mengajukan kebutuhan bahan, jasa lainnya, 
peralatan/suku cadang dan/ atau tenaga ahli perseorangan; 

4) Mendatangakan dan mengatur tenaga kerja /tenaga ahli 
perseorangan untuk melaksanakan kegiatan/ pekerjaan 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 

5) Menyusun laporan tentang penerimaan dan penggunaan 
bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau 
tenaga ahli perseorangan; dan 

6) Menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan 
keuangan). 

b. Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang 
dan/atau tenaga ahli perseoragan. 
1) Pengadaan bahan, jasa lainnya, peralatan/suku cadang 

dan/atau tenaga ahli perseorangan dilakukan oleh kelompok 
kerja Bagian Pengadaan /pejabat pengadaan dengan 
menggunakan metode pengadaan yang sesuai. 

2) Pengiriman bahan dapat dilakukan secara bertahap ata 
kes~luruhan, sesuai dengan kcbuthan, lokasi pei%ju~ 
dan kapasitas penyimpanan. 

c. Pembayaran 
1) Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan 

secara hanan berdasarkan daftar hadir pekerja atau den 
cara upah borong. gan 

2) Pembayaran gaji tenaga ahli perseorangan (% bil 
isemi«as) aiiaian ierdasarain osi, [7{[h["" 
perseorangan atau tanda bukti pembayaran. 

3) Pembayaran bahan dan /atau pcralatan/suku 
dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan be cadang 
vans perseaaan (Py ans mauka ea ZtLit", 

yang disamakan diajukan untuk kegiatan yang buka, ," 
tetap dan dipertanggungjawabkan secara be u ban 
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterin. rkala, paling 

d. Pelaporan kcmajuan pekerjaan dan dokunm; 
Laporan kemaijuan pelaksanaan pea.~[ [ 

keuangan ditaporain oleh tr peia,~""an penggunaan 
berkala. a repada PPK secara 
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2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan 

olch PPK kepada PA/KPA setiap bulan. , .. . 
3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap 

minggu serta dibuat laporan mingguan agar dapat diketahui 
apakah dana yang dikeluarkan sesuai dengan target fisik 
yang dicapai. .. . 

4) Pencapaian target non-fisik dicatat dan dievaluasi setiap bulan. 
S} Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang 

dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam 
laporan harian. 

6} Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 
7) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto 

pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil 
pada saat sebelum,sedang, dan sesudah diselesaikannya 
pekerjaan. 

e. Pelaporan realisasi pekerjaan 
Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh tim pelaksana dan 
dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain: 
I) Struktur organisasi pekerjaan swakelola yang terdiri dari 

pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab serta pengoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 

2) Persiapan pekerjaan swakelola yang meliputi kesesuaian 
gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta 
kebutuhan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan. 

3) Pelaksanaan pekerjaan swakelola yang meliputi kesesuaian 
jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana 
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan 
pckerjaan sampai dengan selesai 100% (seratus persen) atau 
sasaran akhir pekerjaan telah tercapai yang disertai dengan foto-foto dokumentasi; dan 

4) Penggunaan bahan, jasa lainnya, peralatan/ suku cadang dan/ a tau tenaga ahli perseorangan. 

f. Penyerahan hasil pekerjaan 
I) Setelah pelaksanaan pekerjaan swakelola selesai 1009 (seratus persen) atau sasaran akhir pekerjaan telah te "° 

ketua tim pelaksana menyerahkan peke i· Uercapai, 
2) PPK menyerahkan pekerjaan dan jg_[aan <epada PPK. 

pada Pres eats Besa AL,La"3"span sctesat 
Pekerjaan. erima Hasil 

3) Setelah dilakukan penyerahan ±keri. ,, 
engan proses penyeraha ase ~"Z"-[?"; dlanjuu«an 
perundang-undangan. a1 tengan peraturan 

3. Pengawasan dan Evaluasi 
a. Pengawasan 

Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakuke untuk mengawasi pekerjaan mulai • San oleh tim pengawas 
pelaksanaan pekerjaan swakel1a ' Persiapan sampai akhir l) pen melrputi: gawasan administrasi rano , 

dokumentasi petaksanaan keg,_,ilakukan 
terhada, 2) pengawasan teknis terhadap __,'an pelaporan; 

untuk mengetahui alis 1as1l pelaksanaan peke meliput: reelsasi fisik pekerjaan ,_ Srjaan 
apangan 

(a) pengawasan ... 
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. ti pengadaan, bahan melipu ( ) pengawasan terhadap 

a pemakaian dan sisa bahan; an peralatan/suku h d p penggunae ak . di (b) pengawasan ter a a . tindih pem aan cadang untuk menghindari tumpang 

lapangan; dan naan tenaga kerja/ ahli 
(c) pengawasan terhadap penggu . dengan yang agar pelaksanaan pekerjaan sesuan 

direncanakan. akup cara pembayaran 
3) pengawasan Keuangan_yans """~ euangan; dan 

serta efisiensi dan efektifitas pen,"" aan penyimpangan, 4) apabila dari hasil pengawasan Item 
PPK harus segera mengambil tindakan. 

b. Evaluasi k aluasi setiap minggu terhadap 1) Tim Pengawas melakukan eva 
pelaksanaan pekerjaan yang meliputi. 
(a) pengadaan dan penggunaan bahan; , ahli: (b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/? 

"4.~% () pengadaan dan penggunaan peralatan/"Sa 8; 
(d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlulan, 
(e) pelaksanaan fisik; dan/atau 
(f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 

aberikan 2) Dari hasi evaluasi tersebut, Tim Pengawas mem,_ 
masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki 
meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. 

C. Pelaksanaan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana 
Swakelola 
1. Perencanaan 

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut: 
a. SKPD menyusun daftar kebutuhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara Swakelola; 
b. PA/KPA menawarkan secara tertulis kegiatan Swakelola kepada instansi pemerintah lain yang diyakini mampu dengan melampirkan KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; 

c. penyampaian KAK dan RAB dimaksud dapat dilakukan sebelum tahun anggaran dimulai jika RAB dimaksud akan dituangkan ke dalam dokumen anggaran; 
d. instansi pemerintah lain tersebut mempelajari KAK, jadwal pelaksanaan dan rincian anggaran biaya; 
e. apabila PA/KPA dan pihak instansi pemerintah lain tersetut scpakat, dapat dibuat naskah kerjasama atau Neu. Kesepahaman mengenai pelaksanaan pekerjaan Swale1e1.. PP? mega,oa dengan vising sw«ikioia' paaa nstansi Pemerint lain Pelaksana Swakelola, be. [ Nota Kesepahaman; u, rdasarkan 
g. Kontrak Swakelola paling kurang beris;- 1) Para pihak; 

2) Pokok pekerjaan yang diswakelolaan. 
3) Nilai pekerjaan yang diswakelolakn. 
4) Jangka waktu pelaksanaan; dan 
5) Hak dan kewajiban para pihae 

h. pembentukan Tim Swakelola dengan ketent%. l) Tim Swakelola dapat terdiii da _ 
' 

Pelaksana dan Tim Pengawas Tim Perencana, T;%, 

2) T 
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2) Tim Perencana dan Tim Pengawas yang berasal dari instansi 

Penanggngiawab Anggaran dan Instansi Pemerintah lain 
Pelaksana Swakelola, diangkat oleh PPK sesuai dengan 
struktur organisasi Swakelola; . 

3) Tim Pelaksana diangkat oleh lnstansi Pemerintah lain 
Pelaksana Swakelola; 

4) Togas dan tanggung jawab masing-masing Tim Swakelola 
adalah sebagai berikut: 
(a) Tim Perencana mempunyai tugas dan bertanggung jawab 

dalam menyusun KAK, membuat gambar rencana kerja 
dan/ a tau spesifikasi teknis; 

(b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan pekerjaan sesuai yang 
direncanakan, membuat gambar pelaksanaan serta 
membuat laporan pelaksanaan pekerjaan; dan 

(c) Tim Pengawas mempunyai tugas dan bertanggung jawab 
dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
dan pelaporan, baik fisik maupun administrasi pekerjaan 
Swakelola. 

i. Penyusunan KAK 
KAK memuat: 
I) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi Jatar 

belakang, maksud dan tujuan, sasaran serta sumber pendanaan; 
2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 

"Pluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang an/atau tenaga ahli perseorangan sccara rine; dijabarkan dalam rencana kerja bule yang 
mingguan, dan rencana kerja has,'nan, rencana kerja 

4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan biaya bulanan dan biaya mingguan; dalam rencana 
5) produk yang dihasilkan; dan ' 
6) gambar rencana kerja de , 

diperlukan). an spesifikasi teknis (apabila 
J. Jadwal Rencana Pelaksanaan Peke > 

I) Tim Pe :crjaan erencana membuat ·d 
Pekcaan bcrdasaran it[Zt";"";"} rencana pelaksanaan 
pekerjaan dalam KAK, termasu " waktu pelaksanaan 
Vasa Lainnya, peratatan/sutc {dwal pengadaan bahan 
perseorangan yang diperlukan. ang dan/atau tenaga ahLi 

2) Jadwal pelaksanaan ke. Pelak pe Cl)aan adaJah sanaan pekerjaan hi waktu di 
pekcrjaan. igga berakhirya ~,""""lainya 

3) Pembuatan jadwal <sanaan 
d rencana pelak cngan mempertimb: sanaan peker>. 
pclaksanaan/pen _,_ angkan waktu ya,_aaan disusun 

k. Rincian Biaya Pi,,,[;"""aian pekerjaan, '8 cukup bagr 
Tim Perencana membuat tie ;. 
mclampaui pagu mncian biaya peker 
dokumen anggara,, Pe@ran yang teia, Ran dengan tidal 

zap» enaga air ~z","an~iao at%«'k,"""pkan a1an 
Tim Swakelola; orangan, upah ten._ ' meliputr: 

2) pengadaan baha ga kerja dan 
3) an; onor 

Pengadaan dan penggun proses pengadaa 'an peralatan/su dibutuhkan. dan pengej, ku cadang; d I. Gambe Re ' zeluaran 1 %» tan 
ar Rencana Kera e lainnya 

an Spesifar, yang 
sI 'eknis 

l) Gari.. 
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t) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, potongan 

memanjang dan potongan melintang. 
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedoman/standar yang 

sesuai dengan yang diperlukan untuk pelaksanaan 
pekerjaan. 

m. Rencana Pengadaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja. 
l) Dalam hal diperlukan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku 

cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan tertentu, dapat 
dilakukan kontrak/sewa tersendiri. Sebelum dilakukan 
kontrak/sewa, proses pengadaannya dilaksanakan sesuai 
dengan yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan. 

2) Jumlah tenaga ahli perseorangan tidak boleh melebihi 50% 
(lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai 
K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola. 

3) Penyusunan jadwal rencana pengadaan dilaksanakan 
dengan dengan memperhatikan batas akhir tahun 
anggaran/batas akhir efektifnya anggaran. 

4) Swakelola tertentu dapat dilaksanakan melcbihi 1 (satu) 
tahun anggaran. 

5) Rencana pengadaan harus mempertimbangkan syarat teknis 
dan metode pelaksanaan pckecrjaan yang tercantum dalam 
Dokumen Pengadaan. 

6) Rencana kebutuhan tenaga kerja harian disusun 
berdasarkan rencana pelaksanaan pekerjaan. 

n. Pembentukan Panitia/ Pejabat Pengadaan 
Bila Kclompok Kerja Bagian Pengadaan pada Instansi 
Pemerintah lain Pelaksana Swakelola belum ; 
:nnitia/ Pejabat Pengadaan dari unsur instansi 

Pei1bcntuk, 
jawab Anggaran dan Instansi Pemerintah 1a,, anggung 
Swakelola, diangkat oleh PA/KPA lam Pelaksana B ' untul melakukan Pe id arang/Jasa yang dibutuhkan dalam :laks engadaan 

o. Rencana Swakelola pelaksanaann Swakelola. 
SKPD mengumumkan pekerjaan Swakel 
papan pengumuman resmi unts. 'Ola melalui website dan 
dapat diakses masyarakat umum penerangan umum yang 

2. Pelaksanaan 
a. Pelaksanaan Rencana Kerja 

Tim Pelaksana Swakelola melaksanake 
disusun perencanaannya, yaitu: Gan pekerjaan yang telah 
I) melakukan kaji ulang d 

pekerjaan berdasarkan ga,,"" Pengukuran pada 1okas' 
2) mengkaji ulang jadwai .'Scana kera; 

iadwat keburuhan baa,""",SSanaan kerja (s-curve) cadang da /: ' asa Lainn serta 
3) an/atau tenaga ahli per: Ya, peralatan/suku 

mengajukan cbut~nan "Pangan; 
peralatan/suku cadang de an, Jasa Lai kepada PPK unt '' Jan/atau tenaga ahLi innya, 
Kelompoke Me diproses oleh Ti. perseorangan 

" menial,"P-bona siwa,,37,"gggaan as 
pcrscora»can "gator tenaea ~[""}"a ada); 
sesuai dengan jadwa elaksanakan ,J/{enaga ahii 

5) menyusun 1, pelaksanaan; &atan/pekerjaan 
be aporan tentan ' 
ahan, Jasa Lainn & penerimaan 

«nae» ah pens%""I",,Pmaataa/suit ,,";_Presunaa 
6) menyusun laporan ~ dan Jang dan/atau 

keuangan). <cmajuan pekerjaan 
(realisasi fisik dan 

(a) Lapora ... 
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(a) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 
(b) Dokumentasi pekcrjaan meliputi administrasi dan foto 

pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama 
diambil pada saat sebelum, sedang, dan sesudah 
diselesaikannya pekerjaan. 

b. Pelaporan Realisasi Pekerjaan 
Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Tim Pelaksana dan 
dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 
l) struktur organisasi pckerjaan Swakelola yang terdiri dari 

pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 

2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian 
gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja, serta 
kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang 
dan/ a tau tenaga ahli perseorangan; 

3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian 
jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana 
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan 
pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir 
pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 

4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang 
dan/atau tenaga ahli perseorangan. 

c. Penyerahan Hasil Pekerjaan 
I) Setelah pelaksanaan pckerjaan Swakelola selesai 100% 

(seratus persen) atau sasaran akhir pekerjaan telah tercapai, 
Ketua Tim Pelaksana menyerahkan pekerjaan kepada PPK 

2) PPK menyerahkan pekerjaan dan laporan pekerjaan selesai 
kepada PA/KPA melalui Berita Acara Serah Terima Ha ·il Pekerjaan. as1 

3) Setelah dilakukan penyerahan pekerjaan, dile 
dengan proses penyerahan aset sesuai dens., ""njutkan 
perundang-undangan. peraturan 

3. Pengawasan dan Evaluasi 
a. Pengawasan 

Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakuke 
untuk mengawasi pekerjaan mulai • Gan oleh Tim Pengawas 
pclaksanaan pekerjaan Swakelo1a " Persiapan sampai akhir 
I) menputi: pengawasan administrasi rant ~., · 

dokumentasi pelaksanaan kegi~~~"_,dilakukan terhadap 
2) pengawasan teknis terhadap hag, " pclaporan; 

untuk mengetahui realisasi «,PSlaksanaan pekerjaan 
meliputi: I pekerjaan lapangan 
(a) pengawasan terhadap bahan ~ 

pemakaian dan sisa bah: %. meliputi pengadaan 
(b) pen an, gawasan terhadap an unto mer«h»a~{["Raap__peratatan /suku 
~_"Pangan; dan Pang tindih pemakaian di 

pengawasan terhadap 
agar pelaksanaan PSP&unaan tenaga ker. 
direncanakan. pekerjaan sesuai i -rJa/ahli 

3) ' iengan y pengawasan Keuange rang 
scrta enstensr an %i,'',"3s mencakup cars~ ") apabila dari hasit ~., "as penggunaan ke., "mbayaran, 
PPK harus segere ngawasan ditemuka,, 8an; dan 

a mengambil tindakan. Penyimpangan, 

b. Evaluasr 1... 
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b. Evaluasi it ·· tiap minggu terhadap 
1) Tim Pengawas melakukan evaluas1 8€ 

pelaksanaan pekerjaan, yang meliputr: 
(a) pengadaan dan penggunaan bahan; . ·. 
(b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; 
(c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; 

(d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; 
(e) pelaksanaan fisik; dan/ a tau 
(f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. . 

2) Dari hasil evaluasi tersebut, Tim Pengawas memberikan 
masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki dan 
meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola selanjutnya. 

meliputi latar 
serta sumber 

2) waktu ... 

uraian kegiatan yang akan dilak belakang, maksud dan tu. GSanakan 
pendanaan 3Juan, sasaran 

Tim Perencana mempunyai tugas dan bertan , 
dalam menyusun KAK, membuat zamt. ggung jawab 
dan/atau spesifikasi tcknis. 8a ar rencana kerja 

(b) Tim Pelaksana mempunyai tugas dan bertan dalam melaksanakan peke. 8ung jawab 
di enaan sesuai rencanakan, membuat gambar laks Yang 
membuat laporan pelaksanaan .__Pele sanaan serta 

( ) T P peerjaan; dan 
c) m engawas mempunyai tugas dan ber _ 

dalam melaksanakan pengawasan rtanggung jawab 
dan pelaporan, baik fisik maup,, 

_"badap pelaksanaan 
Swakelola. umstrasi pekerjaan 

h. Penyusunan KAK 
KAK memuat: 
1) 

D. Pelaksanaan Swakelola oleh Kelompokr Masyarakat Pelaksana 
Swakelola 
l. Perencanaan 

Sebelum pekerjaan dilaksanakan, dilakukan persiapan-persiapan 
sebagai berikut: 
a. SKPD mcnyusun kegiatan dan sasaran yang akan dilaksanakan 

dengan cara Swakelola, berdasarkan hasil evaluasi atas usulan 
dari Kelompok Masyarakat. 

b. pengadaan barang/ jasa hanya diberikan kepada Kelompok 
Masyarakat yang mampu melaksanakan pekerjaan secara teknis. 

c. PA/KPA bertanggungjawab terhadap penetapan Kelompok 
Masyarakat, termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran 
Swakelola. 

d. pengadaan pekerjaan konstruksi hanya dapat berbentuk 
rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana antara lain: 
pengecatan, pembuatan/ pengerasan jalan lingkungan. 

e. Konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun olch 
SKPD untuk sclanjutnya diserahkan kepada kclompok 
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan dibidang konstruksi. 

f. PPK membuat Kontrak pelaksanaan pengadaan Swakel I 
d . b eoa engan penanggungawat Kelompok Masyarakat. 

g. pembentukan Tim Swakelola dengan ketentuan: 
I) Tim Swakelola diangkat oleh Penanggungjawab Kelompok 

Masyarakat sesuai dengan struktur organisasi Swakelola. 
2) tugas dan tanggung jawab Tim Swakelola adalah :be berikut: sepagat 

(a) 



~ - 
• n013) 

2) waktu pelaksanaan pekerjaan yang diperlukan; 
3) keperluan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang 

dan/atau tenaga ahli perseorangan secara rinci yang 
dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja 
mingguan, dan rencana kerja harian; 

4) rincian biaya pekerjaan yang dijabarkan dalam rencana 
biaya bulanan dan biaya mingguan; 

5) produk yang dihasilkan; dan 
6) garnbar rencana kerja dan spesifikasi teknis (apabila 

diperlukan). 
Jadwal Rencana Pelaksanaan Pekerjaan 
l) Tim Swakelola membuat jadwal rencana pelaksanaan 

pekerjaan berdasarkan kebutuhan waktu pelaksanaan 
pekerjaan dalam KAK, termasuk jadwal pengadaan bahan, 
Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan/atau tenaga ahli 
perseorangan yang diperlukan. 

2) Jadwal pelaksanaan pekerjaan adalah waktu dimulainya 
pelaksanaan pekerjaan hingga berakhirnya pelaksanaan 
pekerjaan. 

3) Pembuatan jadwaJ rencana pelaksanaan pekerjaaan disusun 
dengan mempertimbangkan waktu yang cukup bagi 
pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan. 

Rincian Biaya Pekerjaan 
Tim Perencana membuat rincian biaya pekerjaan dengan tidak 
melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam 
dokumen anggaran dan dituangkan dalam RAB, meliputi: 
I) gaji tenaga ahli perseorangan, upah tenaga kerja dan honor 

Tim Swakelola; 
2) pengadaan bahan; 
3) pengadaan dan penggunaan peralatan/ suku cadang· dan 
4) proses pengadaan dan pengeluaran lainnya yang dibutuhLan 

k. Gambar Rencana Kerja dan Spesifikasi Teknis " 
1) Gambar rencana kerja memuat lay-out, denah, to 

memanjang dan potongan melintang. 1, potngan 
2) Spesifikasi teknis disusun mengikuti pedo / sesuai dengan yang diperlukan """/standar yang 

pekerjaan. unt pelaksanaan 
Rcncana Pengaclaan dan Kebutuhan Te K 
1 Dalam hai ipertan bahan, a~""" rja 

cadang dan/atau tenaga ahli mnnya, peralatan/suku 
kontrak/sewa tersendiri _,_Perseorangan, dapat dilakukan 

.. .. engan memperhatikan prinsip dan etika pengadaan sebao ·. prinsip- 
Peraturan Presiden ini. gammana diatur dalam 

2) Penyusunan jadwal rencana 
dcngan dengan memperha,"&@daan dilaksanakan 
anggaran/batas akhir efektirn..~," 2atas akhir tahun 

3) Rencana pengadaan harus garan. 
d us mempertimbangk an metode pelaksanaan peke>. gKan syarat teknis 
Dokumen Pengadaan. «erjaan yang tercantum dalam 

4) Rencana kebutuhan 
be de tenaga ke . h . rdasarkan rencana pelaks rja arian disusun 

m. Pembentukan Panitia/Peja.,, "aan pekerjaan. 
1) Panitia/Pejabat Pe, ~" 'engadaan 

Kel ngadaan diangkat )1e clompok Masyarakat oIet Penanggun 
barang/jasa untuk melakuka 3gawab 
Swakelola. Yang dibutuhkan day_ n pengadaan 

2) " am pelak 
Panitia/Pejabat Pengadaan dir <sanaan 

1perbolehkan bukan PN9 

2.Pelaksanaan 
% 

1. 

I. 

J. 
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2. Pelaksanaan 
a. Pelaksanaan Rencana Kerja 

Tim Pelaksana Swakelola melaksanakan pekerjaan yang telah 
disusun perencanaannya, ya1u % 

I) melakukan kaji ulang dan pengukuran pada lokasi 
pekerjaan berdasarkan gambar rencana kerja, 

2) mengkaji ulang jadwal pelaksanaan kerja (s-curve) serta 
jadwal kebutuhan bahan, Jasa Lannya, peralatan/suku 
cadang dan/atau tenaga ahli pcrscorangan, 

3) mengajukan kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, 
peralatan 'suku cadang dan/atau tenaga ahli perseorangan 
kepada Penanggung Jawab Kclompok Masyarakat untuk 
diproses oleh Tim Pengadaan dari kclompok masyarakat 
pelaksana swakclola (apabila ada) dcngan memperhatikan 
prinsip-prinsip pengadaan dan ctika pengadaan 
sebagaimana diatur dalam peraturan presiden ini, 

4) mendatangkan dan menatur tenaa kerja/tenaga ahli 
perseorangan untuk mclaksanakan kcgatan/ pckeraan 
sesuai dengan jadwal pelaksanaan; 

5) menyusun laporan tentang pcnenimaan dan pengunaan 
bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga 
ahli perseorangan; dan 

6) menyusun laporan kemajuan pekerjaan (realisasi fisik dan 
keuangan) 

b. Pengadaan Bahan, Jasa Lainnya, Peralatan/Suku Cadang 
dan/atau Tenaga Ahl Perscorangan 
I) Pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadan 

dan/atau tenag:., ah.Ii Jkr&::oranRon dilnkukan olt"h Tu� 

Pengadaan dan kelmpok masyarakat pelaksana swakelola 
(apabla aday dengan menunakan metode pet ·ad 

d ·ngataan yang 
sesuat Ian memperhatkan prinsip-prinsip pngadaan dan 
ctka pengadaan sebagamana diatur dalam be 

presden ni. ta peraturan 

2) Penman bahan dapat dilakukan secat t 
keseh h e • 3' tra bertahap atau 

cwiurutan, sesuat dengan kebutuhan, Lok dan kapastas pcnympanan , ioKasi pekeryaan 
c. Pembnyaran 

) Pembayaran upah tenapa kerja yang du .et 
Kcc:,ra hanan hcrc.l:u\urkao dnftar had,r � ukn� d1lnkuknn 
cara upah boron era atau dengan 

2) Pembayarn an tenu ht a hi perseo 
diprlukan dtakukan berdasarka 'ngan (apabla 

ran ontrak ke peroratan atau tanda bukt pet b tonsultan 
3) Pembayaan bahan d rnoayaran 

o an/atau L 
dlakukan berdaarkan kontray ,ralatan/suku cadang 

4) Prnvaluran dana krpad ,,Padaan barang 
rlompok M, w«ara bertahap, dean et avarakat dilakukan 

(a) dbrrkan 0rs, ,"wntuan sebaga berket 
k 

., t"lnpn! J1llluh . 
rwlruhan dara npabl , pwrseratus] dart a clompok M " 

map mrlaknaakan Swakelola. ayarnkat telah 
(b) dbnkan 0% (tga put, 

dana path pcker%%r''[,,""rat dan sturnan 
perswratusl. dan mencapai 30% (tg puhuh 

(c) dibrrkan 30%, ( 
dana it a puluh perseratus) d 

a apabla pckrrjaan tel 'ms) tar kc«clue 
perswratus). telat mcncapa 60% e nan 

rnam puiuh 
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d. Pelaporan Kemajuan Pekerjaan dan Dokumentasi 
1) Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan 

keuangan dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat kepada 
PPK secara berkala. 

2) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan 
oleh PPK kepada PA/KPA setiap bulan. 

3) Pencapaian target fisik dicatat setiap hari, dievaluasi setiap 
bulan 

4) Penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang 
dan/atau tenaga ahli perseorangan dicatat setiap hari dalam 

laporan harian. 
5) Laporan bulanan dibuat berdasarkan laporan mingguan. 
6) Dokumentasi pekerjaan meliputi administrasi dan foto 

pelaksanaan pekerjaan. Foto dari arah yang sama diambil 

pada saat sebelum, sedang, dan sesudah diselesaikannya 
pekerjaan. 

e. Pelaporan Realisasi Pekerjaan 
Pelaporan realisasi pekerjaan dibuat oleh Kelompok Masyarakat 
dan dilaporkan kepada PPK yang berisi antara lain : 
1) struktur organisasi pekerjaan Swakelola yang terdiri dari 

pembagian tugas, pendelegasian wewenang dan tanggung 
jawab serta pengkoordinasian pelaksanaan pekerjaan; 

2) persiapan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian 
gambar pelaksanaan dengan gambar rencana kerja serta 
kebutuhan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang 
dan/ a tau tenaga ahli perseorangan; 

3) pelaksanaan pekerjaan Swakelola yang meliputi kesesuaian 
jadwal pelaksanaan pekerjaan terhadap jadwal rencana 
pelaksanaan pekerjaan, penyerapan keuangan, penyerahan 
pekerjaan sampai dengan selesai 100% (sasaran akhir 
pekerjaan telah tercapai) dan foto-foto dokumentasi; dan 

4) penggunaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadan 
dan/atau tenaga ahli perseorangan. g 

f. Penyerahan Hasil Pekerjaan 
1) Setelah pelaksanaan pekerjaan Swakelola selesai 100% 

(seratus persen) atau sasaran akhir pekerjaan telah tercat ; 
Penanggungjawab Kclompok Masyarakat 1pa1, 
pckerjaan kepada PPK. menyerahkan 

2) PPK menyerahkan pekerjaan dan lar ran . 
pada ~IP «eiatar Bea ~',' s."""pp sect=a 
Pekerjaan. erma Hasil 

3) Setelah dilakukan penyerahan :k der pererjaan, dilanjutkan 
ngan proses penyerahan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

3. Pengawasan dan Evaluasi 
a. Pengawasan 

Pengawasan pekerjaan Swakelola dilakuk 
untuk mengawasi pekerjaan mulai ad,, n oleh Tim Pengawas 
pelaksanaan pekerjaan Swakelola me,,',Lapan sampai akhir 
I) pengawasan administrasi ",, 

dokumentasi pelaksanaan , _Jang dilakukan terhadap 
2) pcngawasan ieknis tena,,"an dan pelaporan; 

untuk mengetahui rea.' asil pelaksanaan pekerjaan 
meliputi: nsast fisik pekerjaan ; . vapangan 
(a) pengawasan terhadap bahan 

pemakaian dan sisa bahan: meliputi pengadaan 
' ' 

' . .?¥ 4 
fhlrenoawaeon .. 
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an peralatan/suku 

(b) pengawasan terhadap penggunae ; 1akaian di 
cadang untuk menghindari tumpang tindih pem 
lapangan; dan keJahli 

(c) pengawasan terhadap penggunaan tenaga cerja/ 
agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang 
direncanakan. 

3) pengawasan Keuangan yang mencakup cara pembayaran 
serta efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan; dan 

4) apabila dari hasil pengawasan ditemukan penyimpangan, 
PPK harus segera mengambil tindakan. 

b. Evaluasi 
1) Tim Pengawas melakukan evaluasi setiap minggu terhadap 

pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: 
(a) pengadaan dan penggunaan material/ bahan; 
(b) pengadaan dan penggunaan tenaga kerja/ahli; 
(c) pengadaan dan penggunaan peralatan/suku cadang; 
(d) realisasi keuangan dan biaya yang diperlukan; 
(e) pelaksanaan fisik; dan 
(f) hasil kerja setiap jenis pekerjaan. 

2) Dari hasil evaluasi tersebut, Penanggungjawab memberikan 
masukan dan rekomendasi untuk mempcrbaiki dan 
meningkatkan pelaksanaan pekerjaan Swakelola 
selanjutnya. 

4. Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungiawaban Swakelola 
a. Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran 

atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola. 
b. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan 

dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola 
kepada PPK secara berkala. 

c. Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan 
setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai 
kepada PA/KPA. 

d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP pada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Sintang melakukan audit terhadap 
pelaksanaan Swakelola. 

IV. PENGENDALIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 
SKPD Menyusun Laporan RFK-O dan Menyampaikan ke Bupati c K b 
Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten sin,""","" 
lambat tanggal 1O bulan berikutnya »int g pe ing 
Pengendalian Administrasi Pembangunan yang dilakukan oleh p. 
Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kab a81an 
adalah : upaten Sintang 
I. Merekapitulasi laporan realisasi fisik dan keuangan ~., 

kepala sKPD kepada Bupat Sintang ca. s., "g _disampaikan 
P b Setd . · -e.•an erekonomian d em angunan a Kab. Sintang dengan tembusan di . an 
Badan Pengelolaan Keuangan Dan iset Daera, p""Paikan kepada 
Pembangunan Daerah tan inspettorat Kabupaterrs~,["""Perencanaan 

2. Melakukan Pengendalian Administrasi pe 
berkoordinasi dengan Kepala SKPD terkait say_ bangunan dengan 
Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengeua.""P egguna Anggaran/ 
yang dilakukan rekanan. ur condisi fisik di lapangan 

3.Merekapitulasi... 

,'- J -t 
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3. Merekapitulasi Japoran akhir kegiatan dan Berita Acara Serah Terima 
Pekerjaan dari Kepala SKPD kepada Bupati Sintang. 

4. Melakukan evaluasi administrasi kegiatan pembangunan. 

SYARAT PENCAIRAN DANA KEGIATAN PEMBANGUNAN 
Dalam pencairan dana kegiatan Pembangunan di Kabupaten Sintang 
(Belanja Langsung) ada beberapa tahap yang harus dipenuhi dan 
dilampirkan, diantaranya : 
1. Tahap pennintaan uang muka melampirkan : 

a. Kontrak Kerja 
b. Jaminan Bank 
c. Jaminan Uang Muka 
d. Rincian Penggunaan Uang Muka. 
e. Berita Acara Pembayaran 
f. Kwitansi Pembayaran 
g. SSP (Surat Setoran Pajak). 
h. Nomor Rekening Bank Rekanan. 
i. Catatan Dari PP, Atas Kelengkapan Administrasi 
j. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) disiapkan oleh Bendaharawan 

SKPD. 
k. SPM (Surat Perintah Membayar) disiapkan oleh PPK-SKPD. 
I. SPD (Surat Penyediaan Dana). 
m. Kartu Kendali Kegiatan 

2. Tahap setiap pencairan selanjutnya melampirkan : 
a. BA Pemeriksaan Pekerjaan (Bobot). 
b. Dokumentasi/Foto-foto tahap 0 % (nol persen), 50 % (lima puluh 

persen), dan 100 % (seratus persen) pada saat padangan yang sama. 
c. Bukti Lunas Pajak Galian C. 
d. Berita Acara Pembayaran. 
e. Kwitansi Pembayaran. 
f. SSP (Surat Setoran Pajak). 
g. Nomor Rekening Bank Rekanan. 
h. BA Serah Terima Pertama Pekerjan. 
i. Catatan Dari PPK AtaS Kelengkapan Administrasi 
j. SPP (Surat Permintaan Pembayaran) disiapkan oleh Be,4 SKPD. et endaharawan 
k. SPM (Surat Perintah Membayar) disiapkan oleh PPK.-Sp I. SPD (Surat Penyediaan Dana). ' 
m. Kartu Kendali Kegiatan 

3. Pencairan 5 % melampirkan : 
a. BA Serah Terima Kedua Pekerjan. 
b. Jaminan Biaya Pemeliharaan (apabila pemeliharaan) menggunakan jaminan 
c. Berita Acara Pembayaran 
d. Kwitansi Pembayaran 
e. SSP (Surat Setoran Pajak). 
f. Nomor Rekening Bank Rekanan 
g. Catatan Dari PPK Atas Kelenka , 
h. SPP (Surat Permintaan Pe,,,,Pan Administrasi 

SKPD. zmpayaran) disiapkan oleh Bena . varawan i. SPM (Surat Perintah Membayar) dis; 
j. SPD (Surat Penyediaan Dan% Siapkan oleh PPK.-9pp 
k. Kartu Kendali Kegiatan. 

4.Untule ········ 

$ 
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+ uaa as» onsaans+ pa»sampan terrs slag "?""";{ 
persyaratan-persyaratan pengambilan termyn li a01° 
dilengkapi/melampirkan dokumen kerja sesuai dengan kontrakK. 

VI. MEKANISME PENGGUNAAN DANA SISA TENDER DAN PEKERJAAN 
TAMBAH KURANG (CO) 
1. Penggunaan Dana Sisa Tender. 

a. Dana Sisa Tender dilaporkan pada kesempatan pertama setelah 
proses tender selesai dilakukan kepada Bupati Sintang melalui 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kab. 
Sintang untuk dihimpun sebagai salah satu Sumber Penenmaan 
Pembiayaan. 

b. Dana Sisa Tender tidak diperkenankan digunakan oleh Pengguna 
Anggaran yang bersangkutan tanpa melalui mekanisme yang 
berlaku. 

c. Kepala SKPD berhak mengajukan kegiatan dari dana sisa tender 
dengan terlebih dahulu mengajukan pennohonan kepada Bupati 
Sintang melalui Kepala Bappeda untuk dibahas dalam Tim 
Anggaran Pemerintah Daerah. 

d. Penggunaan Dana Sisa Tender ditentukan oleh Bupati Sintang 
dengan memperhatikan hasil pembahasan Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah yang terdiri dari unsur Bappeda, BPKAD, dan 
Bagian Ekonomi dan Pembangunan Setda Kab. Sintang. 

e. Pengggunaan Dana Sisa Tender tersebut diprioritaskan untuk 
menambah target fisik pada kegiatan yang bersangkutan atau 
kegiatan lain yang menjadi prioritas setelah melalui pembahasan 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah. 

2. Pekerjaan Tambah Kurang (CO)/ Amandemen Kontrak 
Pelaksanaan Tambah Kurang/Amandemen Kontrak, baik ran 
diusulkan atas permohonan PPK maupun yang diusula, '8 
pelaksana (kontraktor) sedapat mungkin dihindari, dari 
dimungkinkan dilakukan dengan ketetuan seba,gar i."""t""? demikian 
a. Perubahan kontrak dilakukan sesuai kesepakatan 

Barang/Jasa dan Penyedia Barang/Jasa (para ihate Fengguna 
perubahan lingkup pekerjaan, metoe u,_,_ apabila terjadi 
pelaksanaan sesuai dengan ketentuan s,~," atau waktu 
Peneliti Pelaksanaan Kontrak. rl melalui Panitia 

b. Perubahan pekerjaan tambah kuran h. . 
kuat dan dapat dibuktkan etc,u""us didasari alasan yang 
mapun kuanttatr metatui Paniua ea~[[{[;}"" secara uaiitauif 
apabila perubahan pekerjaan kur elaksanaan Kontrak 
de · ·ile kc rang dari 10 % (s " 

ari nilai contrak disetujui oleh P o (sepuluh persen) 
10 % (sepuluh persen) me.[8Ung Anggaran jika metebii 
Pemerintah Daerah dan disetujurj, 'L"bahasan Tim Anggaran 

c. Perubahan volume atau . . upau. 
ber 1bah Jems pekerjaan 

rut mnya target fisik yang telah dii yang mengakibatkan 
Defenitif (RD), harus diketahut ,_,"Hangkan didalam Rencan 
Daerah, hal ini dipertu1a","?' Tim Anggaran Penmen, "" 
kesinambungan program be.,, Hk evaluasi dalam ''ah 

d. Panitia Peneliti Pela., Ok tnya. rangka 
perhitungan/ i» , G5anaan Kontrak bertan¢ 
ic «Et"tr.eriaio« ~LELLE7 mar» 
urang sepenuhnya %.~Z"""iawab perubahan pe,'ah kurang 

e. Sebagai @olak uur i~,"""gan PPk/Pengguna z[an tambah 
kurang didasarka menilai perubah 88aran. 

an pada perubahan item ,'n pekerjaan tambah peIerjan mayor. 

f. Perubahan ..... 
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Perubahan pekerjaan tambah kurang tidak mengakibatkan nilai 
kontrak melebihi pagu anggaran. 

g. Segala bentuk administrasi yang berkaitan dengan perubahan 
pekerjaan tambah kurang mengikuti ketentuan yang telah diatur 
dalam kontrak. 

h. Pejabat yang berhak menyetujui Perubahan Tambah Kurang 
(Amandemen) harus disetujui oleh Panitia Peneliti Pelaksanaan 
Kontrak, PPK dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. 

VII. MASA PEMELIHARAAN DAN UANG JAMINAN 
1. Masa Pemeliharaan. 

a. Penyedia Barang/Jasa wajib melakukan pemeliharaan atas hasil 
perkerjaan selama masa waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. 

b. Masa pemeliharaan minimal untuk pekerjaan permanen 6 (enam) 
bulan dan untuk pekerjaan semi permanen 3 (tga) bulan. 

c. Pada saat pekerjaan telah mencapai kondisi fisik 100 % (seratus 
persen), maka kepada penyedia Barang/Jasa dapat dibayarkan 
95 % (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak yang 
didasarkan pada Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan. 

d. Kekurangan dan kerusakan selama masa pemeliharaan menjadi 
tanggung jawab penyedia barang/jasa. 

e. Selama masa pemeliharaan kondisi fisik tetap seperti pada saat 
penyerahan pertama dengan ketentuan bahwa penyedia 
barang/jasa berhak memperoleh pembayaran termyn 5 % (Lima 
persen) apabila jatuh tempo pemeliharaan telah sampai. 

f. Jatuh tempo masa pemeliharaan dihitung dari tanggal penyerahan 
pertama. 

g. Berita Acara Penyerahan kedua pekerjaan dibuat pada saat t h 
tempo masa pemeliharaan. Jatu 

2. Uang Jaminan. 
a. Masa Pemeliharaan untuk pekerjaan dalam Tahun A 

berjalan maka pencairan termyn 5 % (lima er nggaran 
pada saat jatuh tempo masa pemeliharaa Srsen) dapat dibayar 

b. Bilamana masa pemeliharaan jatuh te 
Anggaran yang akan datang, maka mponya pada Tahun 

I d . , pencairan termyn 5 % (li persen) lapat dibayar pada bulan Desember ma 
berjalan dengan ketentuan bahwa ;, Tahun Anggaran 
melampirkan asli bukti jamina _Py eia barang/jasa wajib 
lcbih lanjut dalam kontrak). 1an lembaga keuangan (diatur 

c. Uang jaminan dapat diserahkan kembali ke , 
seteiah sampai _jatuh tempo masa "[E"a Penyedia barang/jasa 
bahwa konadisi fsiu pekerjaan teta, ,{ """araan dengan ketcniuan o (seratus persen), 

VIII. PENGAWASAN PELAKSANAAN KEGLATAN 
a. Pengawasan Persiapan Pelaksanaan Pelee : 

I) Pengawasan secara intern (t crjaan. 
Kepala SKPD yang seea,_"""awasan metekat) dilaksanaka 
pelaksanaan kegiatan terse,""8sional mempunyai tugas an,,""h 

2) Untuk menghindari pen. aang 
maka Kcpala SKPp Ympangan atau kesalahan 
tcrjadi kesalana,,, "8era mengambil langca ,_Yang lebih jauh 

penyimpangan dala, 'nan seami mungkin ," 
3) Aparat negara fungsional da pelaksanaan pee, I apabila 

persiapan pelaksanaan ._'Pat melakukan , rJaan. 
pekerjaan dimaksud. ngawasan dalam 

b.Pengawasan. ...... 

f. 

: 



IX. 

• Pengawasan iaksa""" " eenssuna Aggaran, Kasa PePEE""" 
1) Secara rutin/ber} la, .: Pejabat Pelaksana ck 1s 
iesaran, Pei«tat embat "?g[; kt»as. an Pelak#ana 
Kegiatan, Direksi Lapangan, terhadap pelaksanaan 
swakelola melaksanakan penge"~can yang berlakau. 
pekerjaan di lapangan sesuai dengan ,ila ditemukan ada hal-hal 

2) Mengambil tindakan sedini mungkin apa 
yang tidak sesuai dengan aturan. berkala melakukan 

3) Aparat pengawasan fungsional secara 
pengawasan di lapangan sesuai ketentuan- 

MONITORING DAN EVALUASI. . 
a. Evaluasi pada Tingkat Kegiatan/Unit. ±lakukan evaluasi terhadap 

» sap ages_pe metaiu,"";[l"~an epad umi rnssioni 
kegiatan yang dilaksanakan lan I 

secara berjenjang sesuai ketentuan. setiap bulan 
2) Kepala Unit/Pengguna Anggaran/Pengguna Baran~ _. di unit 

melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang a a 1 
. 

.. .. bah laporan kepada Bupat kerja masing-masing sebagar 1an 

Sin tang. dirkan PPK 
3) Bupati akan melakukan evaluasi dengan menghad semua 

dan laporan evaluasi kegiatan dimasing-masing unit disampaikan 
oleh Kepala Unit/ Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang- 

b. Lain-lain. 
Laporan dari berbagai pihak (masyarakat, perangkat desa, media 
massa dan lain-lain) agar direspon secara profesional. 

X. MEKANISME PENYERAHAN KEGIATAN UNTUK KEGIATAN FISIK DAN 
LAPORAN AKHIR UNTUK KEGIATAN NON FISIK 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ten tang 
Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa Tugas 
Pokok Pengguna Barang/Jasa adalah Menyerahkan Aset Hasil Pengadaan 
Barang/Jasa dan Aset lainnya kepada Bupati dengan Berita Acara (BA). 
a. Memperhatikan dasar tersebut di atas maka diwajibkan kepada 

Pengguna Barang dan Jasa Proyek Fisik agar menyerahkan Aset atas 
hasil Pengadaan Barang dan Jasa yang telah dilaksanakannya kepada 
Bupati dalam hal mi adalah Bupati Sintang dengan Berita Acara 
Adapun Mekanisme Penyecrahannya adalah sebagai berikut : · 

1) Setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) Penyedie 
Barang/Jasa dapat mengajukan permintaan secara tertulis kepada 
Pengguna Barang/Jasa untuk Menyerahkan Pekerjaannya. 

2) Setelah memenuhi semua persyaratan yaitu di· 4 
Pan. · / p · bx :. uper:sa oleh itiay ejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P-PPHP dat t 

ah I h h . . par menerima 
penyer an selurul asil pekerjaan dari Penyedia Barang/J 3) Pengguna Barang/Jasa melaporkan pelaksanaan, r asa. 
Pengadaan Barang/Jasa kepada Pimpi· 1, / penyelesaian 

) pman nstansmya 
4) Pengguna Barang/Jasa menyerahkan Aset he a 

Barang/Jasa yang telah dilaksanakan 'Sil Pengadaan 
pendukungnya kepada Bupati. serta data-data 

5) Bupati Sintang setelah menerima 
dil~ksanakan, kemudian mcnyi"erahan aset yang telah 
Pemakai (pengelola) beserta peti,,,an kembali kepada Unit 

nJu pemeliharaannya. 

b. Untuk ..... 



, 

b. Untuk kegiatan/proyek Non Fisik cukup dengan membuat Laporan 
Akhir Kegiatan kepada Bupati Sintang. . . 
Adapun Sistematika Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan adalah sebagal 
berikut : 
Judul Laporan 
• PENDAHULUAN 

a. Dasar Pelaksana 
b. Sumber Dana 
c. Item Pekerjaan 

2. PELAKSANAAN · 
a. Target dan Realisasi Pekerjaan 
b. Kendala dan upaya mengatasinya 

3. PENUTUP 
a. Kesimpulan. 
b. Sar an 

Lampiran-lampiran 

Laporan tersebut dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan 
diketahui oleh Pengguna Anggaran/Pengguna Barang disampaikan kepada 
Bupati Sintang Cq. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kah. 
Sintang, yang tembusannya ditujukan pada Sadan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah Kabupaten Sintang, Kepala Bappeda Kabupaten Sintang 
dan Inspektur Kabupaten Sintang. 

BUPATI SINTA 

JAROT WINARNO 



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SINTANG 
NOMOR 4 TAHUN 2017 

TANGGAL 1 FEBRUARI 2017 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS 

PENGELOLAAN KEGIATAN 
DI KABUPATEN SINTANG 

STRUKTUR PELAKSANAAN KEGIATAN 
PEMBANGUNAN KABUPATEN SINTANG 

' 
000148 

PELAKSANAAN 
PEMBANGUNAN 

Bupati 

Sekretaris Daerah 

Bagian Pengadaan ---- 
' .. ----- ' 

- Kepala SKPD Selaku Pejabat Pengguna 
Anggaran {PA} Pengguna Barang {PB] 

- Kuasa Pengguna Anggaran {KPA] 
Kuasa Pengguna Barang {KBP} Apabila 

. 
PA DiKuasakan 

Pokja Bagian 
Pengadaan/ Pejabat Pejabat Pembuat 
Pengadaan/ Panitia Komitmen 

Pengadaan (PPK) 
Panitia/ Pejabat 
Penerima Hasil 

Pe kerjaan 

PPTK, Direksi Lapangan, K p, onsultan 
engawasan, Tim Pelaksana 

Swakelola di 

Catatan : 

I. :Garis K 
2.-------.., 1s iomando 
3. :Garis Koordinasi 

. Apabila PA/KPA 
PA/KPA merangkap sebagai PPK, PPT %, 

rtanggungiawab langsung e epada 


